Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: KEP- 63 /BC/1997

TENTANG

TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesa Nomor
291/KMK.05/1997 tanggd 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat dipandang perlu
untuk menetapkan tatacara pendirian dan tatdaksana pemasukan dan pengduaran
barang ke dan dari Kawasan Berikat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai ;

1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpgakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3566) ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pgak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263),
sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak Pertambahan Nila
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3264), sebhagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3568);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan
Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3638);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatal aksana
K epabeanan dibidang Ekspor;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatdaksana
K epabeanan dibidang Impor;



9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/1997  tentang
Pemberitahuan Pabean,

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan
Berikat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN

PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Dadam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1

Kawasan Berikat (KB) addah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas
tertentu yang diddamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan,
kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awa,  pemeriksaan akhir,
dan pengepakan atas barang dan bahan asad impor atau barang dan bahan dari ddam Daerah
Pabean Indonesialainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperas yang berbentuk
badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan
prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang disdenggarakannya berdasarkan persetujuan
untuk menyelenggarakan KB;

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) addah perseroan terbatas atau koperas yang
melakukan kegiatan usahaindudtri di KB;

Barang moda atau perdatan addah barang yang dipergunakan oleh Penydenggara Kawasan
Berikat ddam rangka pembangunavkonstruks KB dan perdatan atau perlengkapan yang
diperlukan seperti generating set, air conditioner atau perdatan listrik lainnya;

Peraatan perkantoran adalah perdatan yang dibutuhkan untuk keperluan kantor PKB  termasuk
PKB merangkap PDKB yang tidak akan habis dipaka seperti komputer, mesin fotokopi, atau
mesin fax;

Menteri adalah Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Beadan Cukai tempat dipenuhinya kewsjiban pabean;
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()

(6)

Kepda Kantor addah Kepda Kantor Direktorat Jenderd Bea dan Cuka yang mengawas
Kawasan Berikat yang bersangkutan;

Pgabat Bea dan Cukai addah pegawa Direktorat Jendera Bea dan Cuka yang ditunjuk
ddam jabatan tertentu untuk mel aksanakan tugas tertentu;

Persetujuan Usaha Industri adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan
Perdagangan atau Pgjabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dan/atau Menteri-Menteri  lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, serta Menteri Negara Penggerak Dana
Investas/K etua Badan Koordinas Penanaman Modd;

Kawasan Indudtri addah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
Ssarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan
indugtri yang telah memiliki izin ussha kawasan indudtri.

Kawasan Peruntukan Industri addah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1
yang bersangkutan;

Konsolidas barang ekspor addah penggabungan bebergpa pengiriman barang ekspor yang
terdiri dari bebergpa PEB dalam satu petikemas.

Pasd 2

Atas impor barang modad aau perdatan untuk pembangunarvkonstruks dan perdatan
perkantoran yang semata-mata dipakal oleh PKB termasuk PKB merangkap sebaga PDKB
diberikan penangguhan Bea Masuk (BM), tidak dipungut Pgak Pertambahan Nilai (PPN),
Pgak Penjuaan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pgjak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

Atas impor barang moda dan perdatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses
produks di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasd 22
Impor.

Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM,
pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

Atas pemasukan Barang Kena Pgjak (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke
PDKB untuk diolah lebih lanjut atau mesin darv/atau perdatan pabrik yang dipergunakan secara
langsung dalam proses produks di PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

Atas pengiriman barang hasil produks PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak
dipungut PPN dan PPnBM.

Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB

lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
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(7) Atas penyerahan kembdi BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pgak di DPIL
atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pgak PDKB asd, tidak dipungut PPN dan
PPnBM.

(8) Atas peminjaman mesin dan/atau perdatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada
perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan  pengembdiannya ke PDKB asdl, tidak
dipungut PPN dan PPnBM.

(9) Atas pemasukan Barang Kena Cuka (BKC) dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut,
diberikan pembebasan Cukai.

(10) Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta K euangan dari DPIL untuk
diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpgakan yang sama dengan perlakuan
terhadap barang yang diekspor;

(11) Pengdluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan
atau penangguhan BM, Cukal, dan pgak ddam rangka impor diberikan pembebasan atau
penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

Pasal 3

Pemasukan dan pengdluaran barang impor ke dan dari KB hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Pegjabat Bea dan Cukai.

Pasd 4

Mesn dan/atau perdatan pabrik yang dipergunakan dalam kegiatan produks di PDKB dapat diganti
dengan ketentuan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diganti tersebut :

a. diekspor kembdi; dan/atau

b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau

c. dikeuakan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor
berdasarkan harga transaks sepanjang telah memenuhi tata aksana kepabeanan di bidang impor;
dan/atau

d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderd Bea dan Cukal.

Pasd 5

Barang-barang asd impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan untuk dikonsumg di
dalam KB atau barang impor lainnya sdain dimaksud pasa 2 wgjib dilunas BM, Cukai, PPN, PPnBM,
dan PPh Pasd 22 Impor sesual tatd aksana kepabeanan di bidang impor dan cuka di Kantor Pabean
sebelum dimasukkan ke dalam KB.

Pasd 6
Barang yang dikduarkan dari KB untuk diekspor diberlakukan tatalaksana kepabeanan di bidang

ekspor.
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Pasd 7
Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan:

a. ddam rangka Penanaman Modd Daam Negeri (PMDN);

b. ddam rangka Penanaman Modd Asng (PMA), balk sebagian atau seluruh moda sahamnya
dimiliki oleh pesertaasng;

c. non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

koperas yang berbentuk badan hukum; atau

€. Yyayasan,

o

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai :
a PKB;

b. PKB merangkap PDKB di sebagian wilayah KB; atau

c. PKB merangkap PDKB di seluruh wilayah KB

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 7 ayat (1) yang bertindak sebaga PKB atau
PKB merangkap PDKB harus berlokas di Kawasan Industri.

Daam ha kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasd 7 ayat (1)
berada di ddam daerah yang tidek mempunya kawasan industri, maka kawasan tersebut
termasuk di dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat 11.

Perusahaan sebagaimana dimaksud daam Pasd 7 ayat (1) yang berlokas di luar kawasan
industri atau kawasan peruntukan indudtri yang telah meaksanakan kegiatan industri ssbelum

ditetapkannya Keputusan ini dapat ditetapkan sebagai PKB merangkap PDKB sebagaimana
dimaksud ddam Pasdl 7 ayat (2) huruf c.

BAB Il
PERSETUJUAN SEBAGAI PKB ATAU PDKB
Bagian Kesatu
Per setujuan sebagai PKB

Pasal 9

Penetapan suatu bangunan, tempat atau kawasan sebagal KB serta pemberian persetujuan sebaga
PKB atau PKB merangkap PDKB dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pesal 10
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Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 9 digukan oleh pengusaha kepada
Presden RI mddui Menteri setelah fisk bangunan berdiri dengan menggunakan contoh ddam
Lampiran | Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggd 26 Juni 1997 dengan
melampirkan :

a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri, Andisa Mengenai Dampak Lingkungan dan
Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Ingtang teknis terkait;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperas atau yayasan yang telah
disahkan oleh Pgjabat yang berwenang;

c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan Suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang
mempunyal batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Paak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh Wgjib Pgak Badan Tahun terakhir bagi  perusahaan yang
sudah wagjib menyerahkan SPT;

e. Petalokas/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah
Setempat;

f. Petalokas/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;

Daftar idan sebagaimana contoh lampiran | A Keputusan ini;

Berita Acara Pemeriksaan Lokas KB yang dibuat oleh Direktur Jenderd atau Pgjabat yang

ditunjuknya sebagamana contoh lampiran | B Keputusan ini.

2 Q

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat
yang ditunjuk melakukan penditian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Daam hd permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderd menyampaikan berkas
permohonan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presden RI.

Permohonan yang kurang lengkep dibuatkan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
kepada yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran | C
Keputusan ini.

Tatacara permohonan pemberian persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkep PDKB
sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran | Keputusan ini.

Pasal 11

Pengusaha yang akan menyeenggarakan KB dapat menggjukan permohonan persetujuan sebaga
PKB atau PKB merangkap PDKB sebelum fisik bangunan pabrik berdiri dengan menggunakan
contoh dalam Lampiran | Keputusan Menteri Keuangan N0.291/KMK.05/1997 tanggd 26 Juni
1997 dengan melampirkan:

a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari
Ingang teknisterkait;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperas atau Yayasan yang telah
disahkan oleh Pgabat yang berwenang;

c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang
mempunya batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh Wgib Pgak Badan Tahun terakhir bagi perusshaan yang

sudah wagjib menyerahkan SPT;
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e. Rencana peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari
Pemerintah Daerah setempat;

f.  Rencana petalokas/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;

g Keterangan tertulis dari pemilik kawasan indudtri/kawasan peruntukan industri bahwa
perusahaan tersebut berlokas di kawasan indudtri /kawasan peruntukan industri yang
bersangkutan.

h. Daftar isan sebagaimana contoh Lampiran | A Keputusan ini.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderd atau pejabat
yang ditunjuk melakukan pendlitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.

(3) Ddam hd permohonan teah lengkap dan benar, Direktur Jenderd menyampakan berkas
permohonan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Presden RI.

(4) Permohonan yang kurang lengkap dibuatkan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
kepada yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh lampiran | C
Keputusan ini.

(5). Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lokas sebagaimana contoh lampiran | B Keputusan ini
dilakukan oleh Kepaa Kantor setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan setelah
fisk bangunan sdesa dan KB sap beroperas sdambat-lambatnya 2 tahun sgak diberikannya
persetujuan PKB.

(6) Tatacara permohonan pemberian persetujuan sebaga PKB atau PKB merangkap PDKB
sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran |1 Keputusan ini.

Peasal 12

Pengusaha pemegang persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud pasa
11 yang tidek memula pekerjaan fisk bangunan ddam jangka waktu 6 bulan atau tidak
menyelesaikan fisk bangunan dalam jangka waktu 2 tahun sgak diberikannya persetujuan PKB atau
PKB merangkap PDKB, maka terhadap persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dapat
dicabut dan barang yang telah diimpor disdesaikan dengan cara.:

a. diekspor kembdli ;
b. dipindahtangankan kepada PKB lain ;
c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 Impor sepanjang
telah memenuhi ketentuan tatal aksana kepabeanan dibidang impor.
Pasal 13
KB harus memenuhi persyaratan fisk mdiputi :

a  Lokes KB dgpat langsung dimasuki dari jdan umum dan dapat dildui oleh kendaraan
pengangkut barang.

b.  Lokas KB tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain.
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Lokas KB mempunyai faslitas Sstem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengel uaran
barang ke dari KB.

Lokas KB mempunya pagar keliling dengan ketinggian vertikal sekurang-kurangnya 2,5 meter.

Menyediakan ruangan yang memadal bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan di
KB dan pos penjagaan di pintu utama.

Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan.

Bagian Kedua
Per setujuan sebagai PDKB
Pasa 14

Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha industri sebagai PDKB sebagaimana dimaksud
pada pasad 7 ayat (2) huruf (8) dan (b) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum
memula kegiatannya wagjib memberitahukan kepada Direktur Jendera meaui PKB dengan
menggunakan contoh dalam Lampiran |l Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997
tanggd 26 Juni 1997 dengan melampirkan :

a. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan  perusahaan industri di KB dilampiri  surat
rekomendas PKB;

b. Fotocopy Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Indang
teknis terkait;

c. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperas atau Yayasan yang telah
disahkan oleh Pgabat yang berwenang;

d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagal Pengusaha K ena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh Wgib Pgak Badan Tahun terakhir bagi  Perusahaan yang
sudah wagjib menyerahkan SPT;

e. Petalokas/tempat dan tataletak pabrik yang dijadikan PDKB;

f.  Sddo bahan baku, bahan baku daam proses, barang jadi, barang moda, dan perdatan
pabrik.

PKB sebelum memberikan rekomendas berkewgjiban untuk melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan yang diwgjibkan kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usahaindustri di KB
yang disdenggarakannya.

Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderd atau Pejabat
yang ditunjuk meakukan penditian terhadep kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
dipersyaratkan.

Terhadap PDKB yang tdah memenuhi persyaratan sebagamana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderad memberitahukan kepada Kepaa Kantor dengan  menggunakan contoh dalam
Lampiran 111 Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggd 26 Juni 1997 .

Tatacara persetujuan PDKB untuk melakukan kegiatan ditetapkan lebih lanjut ddam Lampiran
[l Keputusan ini.
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Pasal 15

Bangunan PDKB harus memenuhi persyaratan fisk meliputi :

a

Memiliki tempat penimbunan bahan baku, tempat pengolahan, tempat penimbunan barang jadi,
tempat penimbunan barang 9sa hasl  pengolahan dan/atau potongan serta tempat penimbunan
barang rusak atau busuk.

Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas dimuka perusahaan.

BAB |11

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB PKB DAN PDKB

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 16

PKB berkewgjiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a

o

Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang moda dan
perdatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunarvkonstruks dan perdatan perkantoran
KB;

Menydenggarakan pembukuan sesual dengan Standar Akuntans Keuangan;

Memberikan rekomendas kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usahadi KB;
Memasang tanda nama perusahaan dan nomor/tangga persetujuan PKB yang dimiliki ditempat
yang dapat dilihat umum dengen jelas,

Meéelaporkan kepada Kepaa Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperas.

Peasal 17

PDKB berkewsjiban untuk mel aksanakan ketentuan sebagal berikut :

Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan
pengeluaran barang dan/atau bahan di KB;

Menydenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengduaran barang
dan/atau bahan ke dan dari KB sesuai dengan Standar Akuntans Keuangan;

Memberi kode untuk setigp jenis barang sesual dengan Sstem pembukuan perusahaan secara
konsgten;

Memasukkan kembai barang sisa dan/atau potongan hasil pekerjaan sub kontrak.

Pesal 18
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PKB dan PDKB berkewgjiban menyimpan dan memelihara dengan bak pada tempat usahanya
buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu
10 (sepuluh) tahun.

PKB dan PDKB berkewgjiban menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pegjabat Bea dan
Cukal.

Pasal 19
PDKB wgjib membuat lgporan 3 (tigd) bulanan tentang persediaan bahan baku, barang daam
proses, dan barang jadi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran IV A, 1V B,
dan 1V C Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tangga 26 Juni 1997,

Laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Kepaa Kantor
selambat-lambatnya tangga 10 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari.

Pasal 20

PKB dan PDKB wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB agpabila dilakukan
audit oleh Direktorat Jendera Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pgjak.

1)

2

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 21

PKB dilarang memindahkan barang moda atau peraatan dan peradatan perkantoran tanpa
persetujuan Direktur Jenderal atau Pgjabat Bea dan Cukal yang ditunjuk.

PDKB dilarang memindahkan barang modd aau peradatan pabrik yang dipergunakan secara

langsung dalam proses produks PDKB serta barang dan/atau bahan  tanpa persetujuan Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk.

Pasal 22

Barang yang dilarang untuk diimpor tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke KB.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 23
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(1) PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22
Impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB.

(2) PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddam
hal barang yang adadi KB :

musnah tanpa senggja; dan/atau
diekspor ; dan/atau

diekspor kembali ; dan/atau
diimpor untuk dipakai; dan/atau
dimasukkan ke KB lainnya.

®op o

BAB IV
PEMASUKAN BARANG KE KB
Pasal 24
(1) Perusshaan yang tdlah mendapat persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dapat
memasukan barang moda dan/atau perdatan untuk keperluan pembangunary konstruks
perluasan dan perdatan perkantoran KB dengan diberikan penangguhan BM, tidak dipungut
PPN, PPn BM dan PPh Pasdl 22 Impor dengan terlebih dahulu mengg ukan permohonan kepada
Direktur Jenderd.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a.  Nomor dan tangga pemberian persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB;
b. Ddftar rincian barang yang dibutuhkan meiputi jumlah, jenis/tipe dan nilai pabean.

(3) Atas permohonan yang disetujui oleh Direktur Jenderd diterbitkan keputusan penangguhan BM,
tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor.

(4) Keputusan sebagamana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan oleh Direktur Jendera kepada
Kepda Kantor tempat pemasukan barang dan yang mengawas KB yang bersangkutan.

(5) Peaksanaan impor barang dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tatadaksana kepabeanan
dibidang impor dan disdesaikan di kantor tempat pemasukan barang.
Pasal 25
Pemasukan barang moda dan perdatan pabrik yang dipergunakan secara langsung daam proses

produks, barang dan/atau bahan untuk diolah ke KB, dapat dilakukan dari :
11



Tempat Penimbunan Semertara (TPS);

Gudang Berikat (GB);

KB lannya

PDKB daam satu KB;

Produsen pengguna fasilitas Bapeksta K euangan,
DPIL.

oo

Pasal 26

(1) Pemasukan barang asa impor oleh PDKB dari TPS ke KB dilakukan dengan menggunakan
formulir BC 2.3 dilampiri dengan Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing Ligt dan
dokumen pendukung lainnya

(20 Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 3 (tiga) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB, dengan peruntukan:

a  Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cuka di pelabuhan pemasukan/TPS;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB;

d. Copy Lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cuka yang mengawas KB, Biro Pusat Statistik
Jakarta dan Bank Indonesia

(3) Tatacara pemasukan barang asa impor oleh PDKB dari TPS ke KB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pesal 27

(1) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ddam Pasd 26 dilakukan penyegelan oleh
Direktorat Jenderd Beadan Cukai.

(2) Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisk
kecudi terdgpat haedl intdijen tentang adanya peanggaran ketentuan kepabeanan yang
dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Pasal 28

(1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dadam Pasa 25 oleh PDKB dari GB ke KB
dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri Invoice , Packing List dan dokumen

pendukung lainnya

(20 Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 4 (empat) copy lembar ke-1 digiukan
oleh PPGB atau kuasanya kepada Pgabat Bea dan Cukai di GB, dengan peruntukan:

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan

b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cukai di GB
12
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(4)

Q)

1)

2

3

(4)

Q)

@

2

c. Lembar ke-3 untuk PPGB
d. Copy lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cuka di KB , PDKB, Biro Pusat Statistik
Jakarta dan Bank Indonesia

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderadl Beadan Cukal.

Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisk
kecudi terdgpat hasl intdijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang
dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Tatacara pemasukan barang dari GB ke KB diatur lebih [anjut ddlam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 29

Pemasukan barang dari KB lainnya ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3
dilampiri kontrak.

Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB asdl atau kuasanya kepada Pgabat Bea dan Cukai di KB asal, dengan peruntukan :

a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di KB asd.
C. Lembar ke-3 untuk PDKB asal
d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB Tujuan dan Pegjabat Bea dan Cukai di KB Tujuan.

Atas pemasukan barang sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisk
kecudi terdapat hasil intdlijen tentang adanya pel anggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
ddam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Tatacara pemasukan barang dari KB lainnya ke KB diatur lebih lanjut ddam Lampiran VI
Keputusan ini.

Pasal 30

Pemasukan barang antar PDKB dalam satu KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3
dilampiri kontrak .

Formulir BC 2.3 dibuat ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB asa barang atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai, dengan peruntukan :

a Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Beadan Cuka yang mengawas PDKB asdl;

c. Lembar ke-3 untuk PDKB asd;

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Beadan Cuka yang mengawas PDKB
tujuan.
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Tatacara pemasukan barang antar PDKB dalam satu KB diatur |ebih [anjut ddam Lampiran VI
Keputusan ini.

Pasal 31

Pemasukan atau penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta K euangan
untuk diolah lebih lanjut olen PDKB diberikan perlakuan perpgakan yang sama dengan
perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor.

Pemasukan atau penyerahan barang hasi| olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta K euangan
untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 4.0 dilampiri
faktur pgjak dan dokumen pendukung lainnya.

Formulir BC 4.0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB atau kuasanya dengan peruntukkan :

a Lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cukal di KB;

b. Lembar ke-2 untuk PDKB;

c. Copy lembar ke-1 untuk Bapeksta Keuangan dan Produsen pengguna fasilitas Bapeksta
Keuangan.

Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisk oleh
Pgabat Beadan Cuka di KB.

Hasl pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan daam formulir BC. 4.0 dan
diberi cap “Fasllitas Bapeksta Keuangan”.

Daam ha hasl pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesual, Pgjabat Bea dan Cukai
di KB memberi persetujuan masuk dengan mencantumkan tangga dan jam masuk serta tanda
tangan, namaterang, dan NIP padaBC .4.0.

Daam hd hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesual, Pejabat Bea dan
Cuka di KB melgporkan hd tersebut kepada Kepaa Kantor untuk dilakukan penyeidikan
sesual ketentuan yang berlaku.

Tatacara pemasukan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan ke KB
diatur lebih lanjut ddlam Lampiran VIl Keputusan ini.

Pesal 32

Pemasukan barang moda dan peraatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses
produks dan pemasukan barang dan/atau bahan dari DPIL ke KB dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 4.0 dilampiri dengan faktur pgak dan dokumen pendukung lainnya.

Formulir BC 4.0 dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditambah satu copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB atau kuasanya kepada Pgjabat Beadan Cukai di KB, dengan peruntukan:

a.  Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
14
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(4)

b. Lembar ke-2 untuk PDKB;
c. Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL.

Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisk
kecudi terdapat hasil intdlijen tentang adanya pel anggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
ddam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Tatacara pemasukan barang dari DPIL ke KB diatur lebih lanjut dalam Lampiran IX Keputusan
ini.

BABV
PENGELUARAN BARANG DARI KB

Pasal 33

Pengel uaran barang hasil olahan PDKB dari suatu KB dapat dilakukan dengan tujuan :

O o0 oW

1)

2

3

4)
Q)

Ekspor;

KB lannya;

PDKB lainnya pada satu KB;

Entrepot untuk Tujuan Pameran (ETP); atau
DPIL.

Pasal 34

Pengluaran barang hasil olahan PDKB untuk diekspor dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) dilampiri
formulir BC 2.3.

Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkgp 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

a  Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di KB;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB;

d. Copy lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS.

Pgabat Bea dan Cukal di KB berdasarkan pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meakukan pengawasan aas pelaksanaan stuffing dan meakukan peneraan segel  pada
petikemaskemasan barang, mencatat nomor dan jenis segd pada formulir BC 2.3 dan
memberikan catatan nomor dan tanggal BC 2.3 pada PEB/PEBT.

Persetujuan muat diberikan oleh Pgabat Beadan Cuka di KB

Pegjabat Bea dan Cuka di Peabuhan Muat/TPS mencocokkan nomor petikemas/kemasan

barang dengan data yang tercantum pada formulir BC 2.3.
15



Q)

@

2

3

(4)

()

@

2

3

Tatacara pengeluaran barang hasll olahan PDKB untuk diekspor diatur lebih lanjut ddam
Lampiran X Keputusan ini.

Peasal 35

Pengduaran barang hasl olahan dari KB ke KB lannya untuk diolah lebih lanjut atau untuk
pengemeas hasil produks dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3. dilampiri kontrak.

Formulir BC 2.3 dibuat ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB asd atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB asdl, dengan peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Beadan Cukai di KB asdl.
C. Lembar ke-3 untuk PDKB asal

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB Tujuan dan Pgjabat Bea dan Cukai di KB tujuan.

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan oleh Direktorat
Jenderadl Beadan Cukal.

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan fisk
kecudli terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan.

Tatacara pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke KB lainnya diatur Iebih lanjut daam
Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 36

Pengduaran barang hasil olahan dari PDKB ke PDKB lainnya ddam satu KB untuk diolah lebih
lanjut atau untuk pengemas hasil produks dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3
dilampiri kontrak.

Formulir BC.2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB asd atau kuasanya kepada Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asal, dengan
peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan

b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asd

C. Lembar ke-3 untuk PDKB asal

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Beadan Cuka yang mengawas PDKB
tujuan.

Tatacara Pengduaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar PDKB dadam satu KB
diatur lebih lanjut ddam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 37
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(4)

Barang hasil olahan PDKB ddam suatu KB dapat dipamerkan ke ETP dan harus dikembalikan ke
KB asd ddam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pameran sdesal.

Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dari suatu KB yang akan dipamerkan ke ETP dilakukan
dengan menggunakan formulir BC 2.3 ddam rangkap 3 ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 yang
dilampiri dengan rincian dan golongan barang berikut nilai pabeannya dengan peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan ;

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Bea dan Cukai di KB ;

c. Lembar ke-3 untuk PDKB ;

Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Beadan Cukal di ETP dan Pengusaha ETP,

Pemasukan kembali barang yang telah selesai dipamerkan dari ETP ke KB asd dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 2.3 ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1
dilampiri formulir BC.2.3 asd barang dengan peruntukan:

a Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di ETP,

c. Lembar ke-3 untuk PETP,

d. Copy lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cukai di KB dan PDKB;

Pengangkutan barang sebagaimana dimaskud ayat (2) dan (3) dilakukan penyegelan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan fisk oleh
Pgjabat Bea dan Cukai di KB.

Tatacara pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke ETP dan pemasukan kembdi barang dari
ETPkeKB asd diaur lebih lanjut dalam Lampiran X1 Keputusan ini.

Pasal 38

Pengeluaran barang yang telah diolah olen PDKB ke DPIL, hanya dapat dilakukan setelah ada
redisas ekspor dan/atau pengduaran ke PDKB lainnya.

Barang yang akan dikdluarkan ke DPIL sebagamana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-
banyaknya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nila redisas ekspor dan/aau
pengeluaran ke PDKB lainnya.

Perhitungan 25 % dimaksud ayat (2) didasarkan pada PEB/PEBT dan/atau dokumen
pengduaran ke KB lain (Formulir BC.2.3) ddam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun
sgak tanggd pendaftaran PEB/PEBT dan/atau Formulir BC.2.3 tersebut.

Terhadap barang asd impor yang telah diolah oleh PDKB yang akan dikeluarkan ke DPIL
dilakukan pemeriksaan pabean.
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Pengduaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesua dengan tatal aksana kepabeanan di bidang impor.

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BM, Cukai, PPN,
PPnBM dan PPh Pasd 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan
kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan BM, cukai, atau pajak
dalam rangkaimpor.

Dasar perhitungan pungutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) addah sebagal berikut:

a BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat diimpor
untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB ;

b. Cuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan cuka yang berlaku ;

c. PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 berdasarkan tarif bahan baku dan harga berdasarkan
harga penyerahan.

Perubahan persentase dari nilai ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetgpkan oleh
Menteri.
Pasal 39

Pengduaran barang asal impor yang tidak diolah di KB untuk tujuan diekspor kembali dilakukan
dengan menggunakan formulir PEBT dilampiri BC 2.3.

Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkgp 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di KB
c. Lembar ke-3 untuk PDKB
d. Copy lembar ke-1 untuk Pgjabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/ TPS
Tatacara pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut daam
Lampiran X1l Keputusan ini

BAB VI

SUBKONTRAK

Pasa 40
PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada PDKB lain
ddan sau KB, KB lannya aau peusshaan industri di DPIL, kecudi pekerjaan
pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, penyortiran dan pengepakan.
Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis produk dan

harus disdesakan sdambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sgak dikduarkannya barang
dan/atau bahan dari KB.
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Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan
perjanjian sub kontrak yang sekurang-kurangnya memuat uraian pekerjaan yang dilakukan,
jangka wektu, jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB dan jumlah hasl
pekerjaan yang dikembalikan kepada PDKB termasuk barang ssa dan/atau potongan.

Penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusshaan industri yang berada di DPIL harus
disertal surat pernyataan dari pelaksana sub kontrak tentang kesediaan untuk dilakukan audit oleh
Direktorat Jenderd Bea dan Cuka dan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Bea
dan Cuka atau Pgabat yang ditunjuknya berupa :

a Jaminantuna; aau

b. Jaminan bank; atau

c. Cusoms Bond yang dikduarkan oleh Perusshean Asurans yang disetujui Menteri
Keuangan; atau

d. Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusshaan yang tergolong ddam daftar putih yang
ditetgpkan Menteri.

Penyerahan barang dan/atau bahan sebagamana dimeksud ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan formulir BC 2.3.

Terhadap penyerahan barang dan/atau bahan yang akan diserahkan kepada pelaksana
subkontrak di DPIL dilakukan pemeriksaan fisk oleh Pgabat Beadan Cukal di KB

Penyerahan kembali barang hasl pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada PDKB pemberi pekerjaan subkontrak dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3.

Terhadap penyerahan kembali barang hasil pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud ayat
(7) dilakukan pemeriksaan fisk oleh Pgabat Bea dan Cukal di KB.

Tatacara pengdluaran barang dalam rangka sub kontrak dan pemasukan kembai barang hasl
pekerjaan sub kontrak diatur lebih lanjut dalam Lampiran X111 Keputusan ini.
Pasal 41
PDKB dapat digolongkan daam Daftar Putih apabila telah memenuhi persyaratan :
a Sdamal2 (duabedas) bulan berturut-turut tidek pernah melakukan pelanggaran;
b. Sddumemenuhi kewgjiban pabean dan perpaakan dengan baik dan tepat waktu;
c. Hadl post audit menunjukkan profil perusahaan bak.

Daftar Putih dapat diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri berdasarkan permohonan
PDKB yang bersangkutan

PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Daftar Putih apabila di
kemudian hari ternyata telah meakukan pelanggaran sdah satu dari persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
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PENGELUARAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK DARI KB UNTUK
PEMINJAMAN DAN REPARASI/PERBAIKAN

Pesal 42

(1) Medn dan/atau perdatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan
subkontrak sebagaimana dimaksud ddam Pasal 40, dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada
PDKB lainnya atau pelaksana sub kontrak di DPIL untuk jangka waktu paing lama 12 (dua
belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kai 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengedluaran mesin dan/atau perdatan pabrik sebagamana dimaksud pada ayat (1) kepada
pelaksana sub kontrak di DPIL dilakukan dengan menggunakan Formulir BC.2.3 dan wajib
mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud daam Pasal 40 kepada Bendaharawan Bea
dan Cukai atau Pgjabat yang ditunjuknya.

(3) PDKB dapat mengeluarkan mesin dan/atau perdatan pabrik ke DPIL dengan tujuan untuk
direparas/diperbaiki dengan menggunakan Formulir BC.23 dan menyerahkan jaminan

sebagamana dimaksud dalam Pasa 40 kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pgabat yang
ditunjuknya.

(4) Reparas/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diizinkan untuk jangka waktu paing
lama 12 (dua belas) bulan sgak mesin dan/atau perdatan pabrik dikeluarkan dari KB.

(5) Pengduaan mesn davatau perdatan pabrik dai KB ke luar negeri dengan tujuan
reparas/perbaikan dilakukan dengan menggunakan PEBT dan Formulir BC.2.3.

(6) Tatacara pengduaran dan pemasukan kembai mesn dan/atau perdatan pabrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur Iebih lanjut dalam Lampiran X1V Keputusan ini.

Pasal 43

Mesin dan/atau perdatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produks di PDKB
dapat diganti dengan ketentuan bahwa mesin darv/atau perdatan yang diganti tersebut:

a. diekspor kembali; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau

c. dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor sepanjang
telah memenuhi ketentuan di bidang impor; dar/atau
d. dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai.
BAB VIII
PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

Peasal 44

(1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuanketentuan
kepabeanan dan cuka yang berlaku, Direktorat Jendera Bea dan Cuka melakukan audit atas
20



2

pembukuan, catatan, dan dokumen PKB dan PDKB yang berkaitan dengan pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari KB, pemindahan barang ddam KB serta pencacahan sediaan

barang.

Berdasarkan has| audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan sdish kurang jumlah
dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesua dengan peruntukannya,
PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal
22 Impor yang terhutang dan sanks administras berupa denda sebesar seratus persen dari
pungutan negara yang terutang.

(3) Apabila hasl pemeriksaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) terdapat selish Iebih jumlah

@

2

3

(4)

Q)

dan/atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesual ketentuan yang berlaku.

BAB I X
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN
Bagian Kesatu
PKB

Pasal 45

Daam hd hasll audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderd menunjukkan adanya

pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara,
Menteri dapat membekukan persetujuan PKB atas saran Direktur Jenderd.

Persetujuan PKB dibekukan bilamana PKB tersebuit :

a. Beradadaam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau
b. Menunjukkan ketidakmampuan dalam penye enggaraan KB.

Pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah menjadi pencabutan
bilamana PKB :

a. tidak dapat meunas utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
b. tidak mampu lagi mengusahakan KB.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kembdi bilamana PKB :

a tdah mdunas utangnya aau
b. tdah mampu kembai mengusahakan KB.

Persetujuan PKB dicabut dalam hdl :

a. Ddam jangka waktu 12 (dua beas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan,
PKB sama sekali tidak melakukan kegiatan;
Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;
PKB mengaami pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
PKB bertindak tidak jujur ddam usahanya;
Setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewsjiban yang diharuskan;
21
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(6)

@

2

@

2

@

f.  Atas permohonan PKB yang bersangkutan.

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden RI.

Pasal 46

Ddam hd persatujuan PKB dicabut sebagaimana dimaksud ddam Pasd 45 ayat (5), barang
modal atau perdatan dan/atau perdatan perkantoran yang terdapat di KB dalam waktu 30 hari
sgak tanggd pencabutan persetujuan harus :

a  diekspor kembali; dan/atau

b.  dipindahtangankan kepada PKB lain; dan/atau

c.  dikeéuarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor
sepanjang telah memenuhi tatd aksana kepabeanan di bidang impor; dar/atau

d.  dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderd Bea dan Cukal.

Ddam hd jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PKB, barang
yang bersangkutan dinyatakan sebagal barang tidak dikuasai.

Bagian Kedua
PDKB
Pasd 47
Persetujuan PDKB dicabut apabila:

a Ddam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan,
PDKB sama sekali tidak melakukan kegiatan usahaindustri untuk tujuan ekspor;
Persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;

PKB mengaami pailit berdasarkan keputusan pengadilan;

PKB bertindak tidak jujur ddam usahanya;

Persetujuan PKB dicabut;

Atas permohonan PDKB yang bersangkutan.

~oR0o

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKB atas perintah
Direktur Jenderd atas nama Menteri.

Pasal 48

Ddam hd persetujuan PDKB dicabut sebagaimana dimaksud pada pasa 47, barang modd atau
perdatan dan/atau barang dan/atau bahan yang terdapat di KB dalam waktu 30 hari sgak tanggal
pencabutan persetujuan harus :



2

)

2
3
(4)

a.  diekspor kembdi; dan/atau

b.  dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau

c.  dikeuarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor
sepanjang telah memenuhi tata aksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau

d.  dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderad Bea dan Cukal.

Daam hd jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh PDKB, barang
yang bersangkutan dinyatakan sebagal barang tidak dikuasal.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 49
Konsolidas barang ekspor asal KB dapat dilakukan di :
a Kawasan Berikat
b. TPS
c. Tempat lain diluar Kawasan Pabean.
Konsolidas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan Bea dan Cukal.

Pengusaha Konsolidas bertanggung jawab atas pel aksanaan konsolidas barang ekspor

Tatacara konsolidas barang ekspor diatur Iebih lanjut ddam Lampiran XV Keputusan ini.

Pasal 50

(1) Pemasukan dan pengeluaran petikemas kosong ke dan dari KB dilakukan olen PDKB dengan

menggunakan pemberitahuan sebagaimana contoh dalam Lampiran XVI A Keputusan ini.

(2) Tacara pemasukan dan pengel uaran petikemas kosong sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

Pasal 51

Atasbarang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib :

a
b.
C.

mengekspor kembali; dan/atau
memusnahkan di bawah pengawasan Kepaa Kantor; dan/atau

dimasukan untuk dipaka berdasarkan harga penyerahan.
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Pasal 52

Barang ssa dan/atau potongan dari PDKB dapat :

a

Dikeluarkan ke DPIL dengan melunas BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor
sepanjang telah memenuhi ketentuan tata aksana kepabeanan di bidang impor dan cuka dengan
menggunakan pemberitahuan pabean; dan/atau

Dimusnahkan di bawah pengawasan Pgabat Bea dan Cuka yang mengawas KB yang
bersangkutan.

Pasal 53

Ketentuan yang diatur dalam keputusan ini tidak berlaku untuk Kawasan Berikat Batam.

1)

2

3

(4)

Q)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Dengan berlakunya keputusan ini, semua K eputusan dan peraturan pel aksanaan yang dikeluarkan
oleh Direktur Jenderd tentang KB dan Entrepot Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Perusahaan yang mempunyal kegiatan usaha pergudangan di KB sebelum berlakunya keputusan
ini, dgpat melaksanakan usahanya sebaga gudang berikat sebagamana dimeksud daam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.05/1996 daam jangka waktu yang akan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagal Entrepot Produks Tujuan Ekspor (EPTE)
yang telah digiukan sebelum 1 April 1997 kepada Menteri c.q. Direktur Jendera, disdlesaikan
berdasarkan ketentuan yang lama sampai dengan 1 Oktober 1997.

Persetujuan EPTE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan oleh Menteri
sebagal PKB merangkap PDKB sebagamana ditetgpkan dalam Keputusan ini.

Perusahaanperusahaan yang telah berstatus EPTE berdasarkan Keputusan ini ditetapkan sebagai
PKB merangkap PDKB.

Pesal 55

Keputusan ini mula berlaku sgak tanggd ditetapkan.
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Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggd Juli 1997

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

SOEHARDJO
NIP. 060013988
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Lampiran|

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997

Tanggd : Juli 1997

TATACARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBAGAI PKB ATAU PKB
MERANGKAP PDKB SETELAH FISIK BANGUNAN BERDIRI

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan untuk memperoleh penetgpan sebagal KB dan
persetujuan sebaga PKB atau PKB merangkap PDKB kepada Presiden RI meaui Menteri
dengan menggunakan Lampiran | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997
tangga 26 Juni 1997, dengan melampirkan :

a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Indudtri, Andisa Mengenai Dampak Lingkungan dan
Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instang teknis terkait;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperad, atau yayasan yang telah
disahkan oleh Pgabat yang berwenang;

c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempeat, atau Kawasan yang
mempunyal batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d. Fotokopi Nomor Pokok Wagjib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh W4gib Pgak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang
sudah wagjib menyerahkan SPT;

e. Petalokas/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah
setempat;

f. Petalokas/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagal PDKB;

0. Berita Acara Pemeriksaan Lokas KB yang dibuat oleh Direktur Jenderd atau pejabat yang
ditunjuknya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wgib dilengkapi dengan pengisan daftar iSan
sebagaimana contoh Lampiran | A Keputusan ini.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir 1 g dilakukan oleh Direktur
Jenderd atau Pgjabat yang ditunjuknya gpabila persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh
pemohon, yang hadlinya dituangkan dadam formulir sebagaimana contoh Lampiran | B
Keputusan ini.

Apabila pada waktu pemeriksaan di lokas persyaratan fisk dan persyaratan seperti tersebut butir
3 belum dipenuhi, agar segera diberitahukan dengan surat kepada pemohon dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah DIBC setempat.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir 3 atau surat pemberitahuan
sebagaimana tersebut butir 4 harus sudah sdlesal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgak
diterimanya pemberitahuan dari Direktur Jenderd atau pegjabat yang ditunjuknya

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud butir 1, Direktur Jenderd atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kel engkapan dan kebenaran dokumen.
Apabila ternyata persyaratan yang digjukan kurang lengkap/tidek benar, Direktur Jenderal atau
Pgjabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan
Contoh Lampiran | C Keputusan ini.
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7. Ddam hd permohonan tdah lengkap dan benar, Direktur Jenderd meneruskan permohonan
kepada Menteri dengan melampirkan Nota Dinas untuk diteruskan kepada Presden RI.

8.  Penetapan lokas sebagal KB dan persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB diberikan
dengan menerbitkan Keputusan Presiden.

9.  Penolakan penetapan lokas sebaga PKB dan persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap
PDKB diberikan oleh Menteri berdasarkan pendapat dari Direktur Jenderd selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sgak permohonan diterima secara lengkap dan benar
oleh Menteri.

10. Berdasarkan penetapan lokas sebagal KB dan persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB
sebagaimana dimaksud pada butir 8 :

a PKB segera menyampaikan laporan kepada Kepaa Kantor setempat dengan melampirkan
saldo awal atas barang modal, perdatan pabrik dan/atau peradatan perkantoran yang berada
di lokas KB.

b. PKB merangkap PDKB segera menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor setempat
dengan meampirkan;

sddo awd atas barang moda, peralatan pabrik dan/atau peralatan perkantoran yang
berada di lokasi KB.
sddo awa persediaan bahan baku
saldo awal persediaan bahan dalam proses
sado awal persediaan barang jadi

11. Kepda Kantor setempat setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud butir 10, menunjuk
Petugas Bea dan Cuka yang akan ditempatkan di KB yang bersangkutan dan untuk selanjutnya
PKB atau PKB merangkap PDKB dapat memulai mel akukan pekerjaan operasionad KB.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
NIP. 060013988
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Lampiran| A

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997

Tangod : Juli 1997

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROL EH
PERSETUJUAN SEBAGAI PKB/PDKB

PT. ............. DI..........
I. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan : Status Perusahaan
No & Tgl 1zin Usaha
2. Alamat Kantor Perusahaan : No & Tgl Referens Bank

No & Tgl Akte Pendirian Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab

4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
Nama Akuntan Publik *)
5. NPWP Perusahaan :

1. RENCANA LOKAS DAN KEGIATAN KAWASAN BERIKAT

- Alamat lokas

- No & Tgl dokumen bukti kepemilikarn/penguasaan lokas

- Luaslokas kesduruhan KB

- Luaslokas yang akan diusahakan sendiri oleh PKB sebagal PDKB *)
- Luaslokas yang akan diusahakan oleh perusahaan lain sebagal PDKB
- Keterangan pemagaran

- Bukti keikutsertaan asurang *

. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI/DIKUASAI DAN
BUKTIKEPEMILIKAN /PENGUASAAN

Pimpinan Perusahaan

(Meterai Rp. 2.000)
*) Bilaada

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran| B

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomo : Kep-  /BC/1997

Tangod : Juli 1997

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......... tanggd ....... (U ) bulan ........ tahun ........ kami yang bertandatangan di bawah
ini sesual dengan surat tugas dari Kepda Kantor ............ No. ... tanggd ..... Serta sesual dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tanggd 26 Juni 1997
tentang Kawasan Berikat dan Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor Kep-  /BC/1997
tanggd  Juli 1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang
ke dan dari Kawasan Berikat, telah melakukan pemeriksaan lokas terhadap :

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Alamat Pemilik/Penanggung jawab :

Jenis Industri :

NPWP Perusahaan :

Lokas tempat/bangunan yang dimohon untuk diberi status Kawasan Berikat :

NoOoA~ODER

Lokas tempat/bangunan *): a Kawasan Industri;
b. Kawasan Peruntukan Industri;
c. Non Kawasan Industri/K awasan
Peruntukan Indudtri;
- Alama
- DesalKédurahan
- Kecamatan
- Kabupatern/K otamadya
- Proping

Keadaan fisk tempat/bangunan yang dimohon untuk diberi status Kawasan Berikat :
a  LuaslLokas
Luas kesduruhan lokas Kawasan Berikat..........

b. Pagar Kdiling Lokads

- Tinggi vertikd

- Kdiling pagar

- Konstruksi terbuat dari
- Keadaan

C. Batas

Sebelah timur . berbatasan dengan ..............
Sebelah barat . berbatasan dengan ..............
Sebelah utara . berbatasan dengan ..............
Sebelah sdlatan @ berbatasan dengan ..............



Hubungan dengan bangunan lainnya *)

- Batas........ berhubungan langsung dengan bangunan lainnya.
- Tidak ada yang berhubungan langsung dengan bangunan lainnya.

Jdan ke tempat |okas *)

- Lokas yang ada dapat dimasuki/tidak dapat dimasuki dari jalan umum.
- Dapat/tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang.

Fasllitas Sgim satu pintu utama *)

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari lokas yang diberi status Kawasan Berikat
mempunya Ssim satw/lebih dari satu pintu utama
Pintu utamaterletak di sebelah ..........ccccovveevenne.

Bidang usaha yang akan dilakukan PKB *)

- Perusahaan akan bertindak sebagai PKB.
- Perusahaan akan bertindak sebagal PKB merangkap PDKB di sebagian wilayah KB.
- Perusahaan akan bertindak sebagal PKB merangkap PDKB di seluruh wilayah KB.

Uraian bangunan*)

Daam lokas tempat/bagunan yang akan diberi status Kawasan Berikat terdapat :

- Gudang penimbunan bahan bakwpenolong, dengan rincian luas dan  ukuran

- Ruang pengolahan, dengan rincian luas dan ukuran : ..........

- Gudang penimbunan barang jadi, dengan rincian  luas dan  ukuran

- Gudang penimbunan barang rusak/busuk, dengan rincdan luas dan  ukuran
-Ruang bagi Peugas Bea dan Cuka, dengan rincian luas dan  ukuran

- Sgem pelayanan *):

= Sistem komputer
= Sigem manua
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j- Lampiran

- Petalokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat.
- Tataletak (lay out) Kawasan Berikat.
- Foto-foto Kawasan Berikat.

Fimpinan Perusahaan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor DJBC

*) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
NI1P.060013988
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Lampiran| C

Keputusan Dirdtur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep- /BC/1997

Tagogd Juli 1997

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES A
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
J. Jenderd A. Yani Telepon : 4890308
Jakarta - 13230 Faksimili : 4890871
Kotak Pos 108 Jakarta - 100002

Nomor : Tanggd.....ccoeveerennes
Sfat :
Lampiran
Perind : Pemberitahuan K ekuranglengkapan
Permohonan sebagai PKB / PKB
merangkap PDKB di sebagian/
suruh wilayah KB *)

Yth.

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ............ tanggd ........... perihd permohonan
................................................................................................................. , dan setdlah diadakan

Untuk itu diminta agar Saudara segera melengkapi surat-surat sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderd

Tembusan :

Menteri Keuangan RI
Direktur ......

Kepala Kantor Wilayah ......
KepalaKantor .....

pONE

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran

Keputusan Direktur Jenderd Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997

Tangod : Juli 1997

TATACARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBAGAI PKB ATAU PKB
MERANGKAP PDKB SEBELUM FISIK BANGUNAN BERDIRI

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan untuk memperoleh penetgpan sebagal KB dan
persetujuan sebaga PKB atau PKB merangkap PDKB kepada Presiden RI meaui Menteri
dengan menggunakan Lampiran | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997
tangga 26 Juni 1997, dengan melampirkan :

a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri atau persetujuan lainnya yang diperlukan dari
Instang teknis terkait;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperad, atau yayasan yang telah
disahkan oleh Pgabat yang berwenang;

c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempeat, atau Kawasan yang
mempunyal batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d. Fotokopi Nomor Pokok Wagjib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh W4gjib Pgak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang
sudah wagjib menyerahkan SPT;

e. Petalokas/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah
setempat;

f. Petalokas/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;

0 Keterangan tertulis dari pemilik kawasan indudtri /kawasan peruntukan industri bahwa
perusahaan tersebut berlokas di kawasan indudtri/kawasan peruntukan industri yang
bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wgjib dilengkapi dengan pengisan daftar iSan
sebagaimana contoh Lampiran | A Keputusan ini.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud butir 1, Direktur Jenderal atau Pgjabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.
Apabila ternyata persyaratan yang digjukan kurang lengkap/tidek benar, Direktur Jenderal atau
Pgjabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan
Contoh Lampiran | C Keputusan ini.

Daam ha permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderd meneruskan permohonan
kepada Menteri dengan melampirkan Nota Dinas untuk diteruskan kepada Presiden RI.

Penetapan lokas sebagal KB dan persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB diberikan
dengan menerbitkan Keputusan Presiden.

Penolakan penetapan lokas sebagal PKB dan persetujuan sebagal PKB atau PKB merangkap
PDKB diberikan oleh Menteri berdasarkan pendapat dari Direktur Jenderd selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sgak permohonan diterima scara lengkap dan benar
oleh Menteri.



7. Sadah fisk bangunan selesai dan KB sap operasiond, PKB atau PKB merangkap PDKB
segera melaporkan kepada Kepala Kantor setempat selmbat-lambatnya 2 (dua) tahun sgak
diberikannya persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dengan melampirkan:

a PKB medampirkan sddo awd aas barang modd, peradatan pabrik dan/atau perdatan
perkantoran yang berada di lokas KB.

b. PKB merangkap PDKB meampirkan;

- sddo awa atas barang modal, peraatan pabrik dan/atau peraatan perkantoran yang
berada di lokas KB.

saldo awal persediaan bahan baku
saldo awal persediaan bahan dalam proses
saldo awal persediaan barang jadi

8. Kepda Kantor setempat setelah menerima lgporan sebagaimana dimaksud butir 7, menunjuk
Petugas Bea dan Cuka untuk melaksanakan pemeriksaan fisk bangunan yang dituangkan daam
Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana contoh lampiran | B Keputusan ini.

9. Bedasarkan pemeriksaan fisk sebagamana dimaksud butir 8, Kepada Kantor menunjuk

Petugas Bea dan Cuka yang akan ditempatkan di KB yang bersangkutan dan untuk sdlanjutnya
PKB atau PKB merangkap PDKB dapat memulai mel akukan pekerjaan operasiond KB.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
NIP. 060013988



Lampiran I11

Keputusan Direktur jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997

Tangod : Juli 1997

TATACARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBAGAI PDKB

Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha industri di KB (PDKB) ddam waktu 14 hari
sebdum memula kegiatan wagib meaporkan kepada Direktur Jenderal atau pegabat yang
ditunjuknya meaui PKB dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran |l
Keputusan Menteri Keuangan Rl N0.291/KMK.05/1997 tangga 26 Juni 1997 dengan
melampirkan :

a. Fotocopy bukti kepemilikan/penguassan lokas perusahaan indudtri di KB dilampiri surat
rekomendas PKB;

b. Fotocopy Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari
Instang teknis terkait;

c. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperas atau Yayasan yang telah
disahkan oleh Pgjabat yang berwenang;

d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagal Pengusaha Kena Pgjak
(PKP) dan SPT Tahunan PPh W4gjib Pgak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang
sudah wajib menyerahkan SPT;

e. Petalokas/tempat yang akan dijadikan PDKB;

f. Sddo awa bahan baku, bahan daam proses, barang jadi, barang modd dan perdatan
pabrik.

PKB sebelum memberikan rekomendas berkewgjiban untuk melakukan pendlitian kelengkapan
persyaratan yang diwgjibkan kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usahaindustri di KB
yang disdenggarakannya.

Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud butir 1, Direktur Jenderd atau Pgabat yang
ditunjuk melakukan pendlitian terhadap kel engkapan dan kebenaran dokumen.

Apabila ternyata persyaratan yang digukan kurang lengkap/tidek benar, Direktur Jenderd atau
Pgjabat Bea dan Cukal yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon.

Daam hd pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah lengkap dan benar, Direktur
Jendera aau Pgabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawas

Kawasan Berikat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 111
Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 291/KMK.05/1997 tanggad 26 Juni 1997 tentang
Kawasan Berikat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sgak pemberitahuan diterima secara
lengkap dan benar.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran IV

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep- /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN BARANG MODAL ATAU PERALATAN PABRIK,
BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI TPSKE KB

Pemasukan barang modal atau peralatan pabrik, barang darv atau bahan asa impor oleh PDKB
dari TPS ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri dengan Bill of Lading
aau Airway Bill, Invoice, Packing List dokumen pendukung lainnya.

Formulir BC 2.3 dibuat ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 3 (tiga) copy lembar ke-1, dengan
peruntukan :

a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan

b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Beadan Cukal di TPS

c. Lembar ke-3 untuk PDKB

d. Copy lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cuka di KB, Biro Pusat Statistik Jakarta dan
Bank Indonesia

Formulir BC 2.3 yang telah diis secara lengkap dan benar oleh PDKB, digjukan kepada Pejabat
Beadan Cukai di KB.

Dadam hd pemindahan barang menggunakan lebih  dari satu sarana pengangkut, maka
diperlukan copy lembar ke-1 Formulir BC 2.3 yang telah ditandasahkan oleh Pgabat Bea dan
Cuka di KB gunamdindungi setigp sarana pengangkut.

Pgjabat Bea dan Cukal di KB meneliti kebenaran dan kelengkapan Formulir BC 2.3.
Apabila Formulir BC 2.3 telah lengkap dan benar, Pgjabat Bea dan Cuka di KB melakukan
kegiatan:

a.  Memberi nomor dan tangga pendaftaran pada Formulir BC 2.3.
b. Menyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3 kepada PDKB dan menahan copy
lembar ke-1 sebagal lembar kontrol.

PDKB aau kuasanya mennyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3 kepada Pejabat
Beadan Cukai di TPS.

Pgabat Bea dan Cuka di pelabuhan bongkar setedlah menerima berkas Formulir BC 2.3
lembar ke-1, 2, dan 3 melakukan kegiatan :

a.  Menditi kebenaran dan kelengkapan formulir BC 2.3.
b. Menunjuk petugas Bea dan Cuka untuk meakukan pencocokan merk, nomor, jenis,
ukuran dan jumlah peti kemas/kemasan barang.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk melakukan pencocokan merk, nomor, jenis, ukuran dan
jumlah peti kemas/kemasan barang berdasarkan data pada Formulir BC 2.3. Ddam hd sesua,
petugas Bea dan Cuka menerakan segel pada peti kemaskemasan barang serta mencatat
nomor dan jenis segel serta identitas sarana pengangkut pada Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2,
dan 3.



10.

Pgabat Bea dan Cuka di TPS menerimakembai Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3 dari
petugas Bea dan Cuka dan mendliti berkas Formulir BC 2.3.

Apabila kedapatan sesuai, memberikan persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3.
Sdanjutnya menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3 kepada petugas Bea dan Cukai
di pintu ke luar TPS meldui PDKB atau kuasanya untuk pengeluaran barang.

Ddam ha hasil pencocokan kedapatan tidak sesua Pgabat Bea dan Cuka mengembdikan
Formulir BC 2.3 kepada PDKB untuk diperbaiki dan ditandasahkan kembali.

Petugas Bea dan Cukal di pintu keluar TPS melakukan kegiatan :

a
b.

Menerima formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3 dari PDKB atau kuasanya.

Melakukan pengecekan mengena keadaan, jenis dan nomor segel pada peti kemaskemasan
barang serta identitas sarana pengangkut.

Apabila sesua membubuhkan cap “SELESAI KELUAR' serta mencantumkan tangga dan
jam berangkat pada Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 2, dan 3.

Menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada PDKB atau kuasanya
untuk melindungi pengangkutan barang dari TPS ke KB.

Menyerahkan kembai formulir BC 2.3 lembar ke-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai di TPS
untuk ditatausahakan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan segera diteruskan
kepada Pegjabat yang menangani Manifest di TPS dengan dilampiri copy BL/AWB  untuk
penutupan pos BC.1.0.

Setelah barang modal atau peraatan pabrik, barang dan/atau bahan tiba di KB :

Pgjabat Bea dan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a

b.

Menerima berkas Formulir BC 2.3. lembar ke-1 dan 3 dari PDKB atau kuasanya.
pengecekan mengenal keadaan jenis dan nomor segd pada petikemas’kemasan barang serta
identitas sarana pengangkut.

Ddam hd kedgpatan sesua, membuka segd dan meakukan pengawasan stuffing dari
petikemas/kemasan ke tempat penimbunan.

Bilamana tidak sesua medakukan tindekan pengamanan sementara  terhadap
petikemas/kemasan barang serta mel gporkan kepada Kepala Kantor yang mengawas KB
untuk penyelesaian lebih lanjut.

Memberi catatan “SELESAI MASUK” serta mencantumkan tanggal dan jam pemasukan
pada Formulir BC 2.3 lembar ke-1 dan 3.

Mengadakan rekonslias Formulir BC 2.3 lembar ke-1 dengan copy lembar ke-1 serta
menatausahakan.

Mengirimkan Formulir BC.2.3 copy lembar ke-1 kepada Biro Pusat Statistik Jakarta dan
Bank Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL
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LampiranV

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN BARANG MODAL ATAU PERALATAN PABRIK,
BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI GB KE KB

Pemasukan barang modal atau perdatan pabrik, serta barang dar/ atau bahan asad impor oleh
PDKB dari GB ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri dengan Invoice
dan Packing List dan kontrak antara PPGB dengan PDKB.

Formulir BC 2.3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 4 (empat) copy lembar ke-1, dengan
peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Bea dan Cukai di GB;

c. Lembar ke-3 untuk PPGB;

d. Copy lembar ke-1 untuk Pgjabat Bea dan Cukai di KB, PDKB, Biro Pusat Statistik Jekarta
dan Bank Indonesia

Formulir BC 2.3 yang telah diid secara lengkap dan benar olen PPGB dan telah diketahui
PDKB, digjukan kepada Pgjabat Bea dan Cukai di GB.
Dadam hd pemindahan barang menggunakan lebih  dari satu sarana pengangkut, maka
diperlukan copy lembar ke-1 Formulir BC 2.3 yang telah ditandasahkan oleh Pgjabat Bea dan
Cuka di GB gunamdindungi setigp sarana pengangkLt.

Pgabat Bea dan Cuka di GB setelah menerima berkas Formulir BC 2.3 dimaksud butir 2
melakukan kegiatan :

a  Menditi kebenaran dan kelengkapan Formulir BC 2.3;
b. Memberi nomor dan tangga pendaftaran pada Formulir BC 2.3,
Cc. Menunjuk petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pengawasan stuffing.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk melakukan pengawasan stuffing berdasarkan data pada
formulir BC 2.3.

Ddam hd sesual, petugas Bea dan Cuka menerakan segel pada peti kemas/kemasan barang
sertamencatat nomor dan jenis segel serta identitas sarana pengangkut pada Formulir BC 2.3 .

Pgabat Bea dan Cuka di GB menerima kembali Formulir BC 2.3 dari petugas Bea dan
Cuka dan mendliti berkas Formulir BC 2.3.

Apabila kedapatan sesuai, memberikan persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3, dan
sdlanjutnya menyerahkan kepada petugas Bea dan Cukal di pintu kdluar GB meaui PPGB untuk
pengeluaran barang.

Petugas Bea dan Cukal di pintu keluar GB meakukan kegiatan :

a Menerimaformulir BC. 2.3 dari PPGB,
b. Meakukan pengecekan mengenai keadaan, jenis dan nomor segd pada peti
kemas/kemasan barang serta identitas sarana pengangkut;

40



10.

11.

12.

c.  Apabilakedapatan sesua, membubuhkan cep “ SELESAI KELUAR” serta mencantumkan
tanggd dan jam berangkat pada formulir BC 2.3.

d. Menyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea
dan Cuka di KB meldui PPGB aau kuasanya.

e.  Menyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-2 dan copy lembar ke-1 kepada Pejabat Bea
dan Cuka di GB.

Pegabat Bea dan Cukai di GB melakukan kegiatan:

a M enatausahakan Formulir BC.2.3. lembar ke-2;
b.  Mengirimkan Formulir BC.2.3 copy lembar ke-1 kepada Biro Pusat Statistik Jakarta dan
Bank Indonesia

Ddam hd barang tibadi KB, Pgabat Beadan Cuka di KB meakukan kegiatan :

a Menerimaformulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 dari PPGB atau kuasanya,

b. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pencocokan jenis dan nomor
petikemas’kemasan barang.

c. Menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada petugas Bea
dan Cukai.

Petugas Beadan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a.  MeneimaFormulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1;

b. Meakukan pengecekan mengena keadaan, jenis dan nomor segel pada peti kemas/kemasan
barang sertaidentitas sarana pengangkut;

c. Apabila kedapatan sesuai, membubuhkan cap “SELESAI MASUK” serta mencantumkan
tangga dan jam pemasukan pada Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1,;

d. Menyerahkan kembai Formulir BC 2.3 ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada Pejabat Bea
dan Cukai di KB.

Setelah menerima Formulir BC 2.3 dari Petugas Bea dan Cuka, Pejabat Bea dan Cuka di KB
memberikan persetujuan masuk pada Formulir BC 2.3. Sdanjutnya menyerahkan BC 2.3
lembar ke-1 dan 3 kepada Pgabat Bea dan Cuka di KB meladui PPGB atau kuasanya.

Pgabat Bea dan Cuka di GB melakukan rekonglias Formulir BC.2.3 lembar ke-2  dengan

Formulir BC.2.3 lembar ke-1 yang diterima dari Pgjabat Beadan Cukai di KB.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran VI

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997

Tangogd Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN BARANG DARI KB LAINNYA KEKB

Pemasukan barang moda atau peraatan pabrik dari KB lainnya ke KB hanya dapat dilakukan
dengan syara :

a. ddam rangka sub kontrak;
b.  pemindahtanganan barang modd atau perdatan pabrik yang telah diganti ;
C. pemindahtanganan barang moda atau peraatan pabrik daam ha persetujuan KB dicabut.

Pemasukan barang dan/atau bahan dari KB lainnya ke KB hanya dapat dilakukan dengan syarat

a. untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengemeas hasil produks; dan
b. pengiriman tersebut merupakan redisas yang dilakukan berdasarkan kontrak.

Pemasukan barang modd aau perdatan, barang dan/atau bahan dari KB lainnya ke KB
dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri kontrak.

Formulir BC 2.3 dibuat ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 digukan oleh
PDKB asd atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukal di KB asal, dengan peruntukan :

a.  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di KB asd.
C. Lembar ke-3 untuk PDKB asal

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB Tujuan dan Pegjabat Bea dan Cukai di KB Tujuan.

Formulir BC 2.3 yang telah diis secara lengkap dan benar oleh PDKB asdl, digukan kepada
Pgjabat Beadan Cuka di KB asdl.

Dadam hd pemindahan barang menggunakan lebih  dari satu sarana pengangkut, maka
diperlukan copy lembar ke-1 Formulir BC 2.3 yang telah ditandasahkan oleh Pgabat Bea dan
Cuka di KB asd gunameindungi setigp sarana pengangkLt.

Pgabat Bea dan Cuka di KB asd menditi kebenaran dan kelengkapan Formulir BC 2.3.
Apabila telah lengkap dan benar, Pgabat Beadan Cukal di KB asd melakukan kegiatan:

a.  Memberi nomor dan tanggd pendaftaran pada formulir BC 2.3;
b. Menyerahkan formulir BC 2.3 kepada Petugas Bea dan Cukai;
Cc. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pengawasan suffing dan melakukan

penyegelan.

Petugas Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan stuffing dan melakukan penyegelan
serta mencatat nomor dan jenis segel dan sarana pengangkut pada Formulir BC 2.3 dan
sdlanjutnya menyerahkan kembali kepada Pgjabat Bea dan Cukai di KB asal.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB asa menerima kembai formulir BC 2.3 yang dari Petugas Bea
dan Cukai dan memberikan persetujuan keluar pada formulir BC 2.3.
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11.

12.

13.

14.

15.

Sdanjutnya menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada
Petugas Bea dan Cuka di Pintu keluar KB melalui PDKB atau kuasanya dan menahan Formulir
BC.2.3 lembar ke-2 sebagal lembar kontrol.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB melakukan kegiatan :

a  Menerimaformulir BC. 2.3 dari PDKB,

b. Medakukan pengecekan mengena keadaan, jenis dan nomor segd pada peti
kemas/kemasan barang sertaidentitas sarana pengangkut;

c.  Apabilakedapatan sesual, membubuhkan cap “ SELESAI KELUAR” serta mencantumkan
tangga dan jam berangkat padaformulir BC 2.3.

d. Menyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 untuk PDKB atau
kuasanya guna melindungi pengangkutan ke KB tujuan.

PDKB asd aau kuasanya menyerahkan Formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar
ke-1 kepada Pgabat Bea dan Cukai di KB tujuan.

Pgabat Bea dan Cuka di KB tujuan setelah menerima berkas Formulir BC 2.3 lembar ke-1,
3 dan copy lembar ke-1 melakukan kegiatan :

a.  Menditi kebenaran dan kelengkapan Formulir BC 2.3.
b. Menunjuk petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pencocokan merk, nomor, jenis, ukuran
dan jumlah peti kemas’kemasan barang.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk melakukan pencocokan merk, nomor, jenis, ukuran dan
jumlah peti kemas’kemasan barang berdasarkan data pada formulir BC 2.3.  Ddam hd sesua
petugas Bea dan Cukai memberi cap “ SELESAI MASUK” pada Formulir BC 2.3 lembar ke-1,
3 dan copy lembar ke-1.

Daam hd tidek sesual, petugas Bea dan Cuka meakukan pengamanan sementara dan
melaporkan kepada Kepaa Kantor meldui Pgabat Bea dan Cuka untuk penyeesaian lebih
lanjut.

Pgabat Bea dan Cuka di KB tujuan menerima kembai formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3 dan
copy lembar ke-1 dari petugas Beadan Cuka dan sdanjutnya melakukan kegiatan :

a.  mengirim formulir BC 2.3 lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB asa.

b. menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-3 kepada PDKB asal dan satu copy lembar ke-1
kepada PDKB tujuan

c. menatausahakan formulir BC 2.3 satu copy lembar ke-1.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB asal setelah menerima formulir BC 2.3 lembar ke-1, melakukan
rekondlias dengan formulir BC 2.3 lembar ke-2 dan menatausahakan.

Ddam hd formulir BC 2.3 lembar ke-1 belum diterima kembadi oleh Pgabat Bea dan Cukal di
KB asa dadam jangkawaktu yang layak, Pgabat Beadan Cukai di KB asal melaporkan kepada
Kepda Kantor untuk penelitian lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tangod D Juli1997

TATACARA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN BARANG HASIL PENGOLAHAN
DARI PDKB KE PDKB LAINNYA DALAM SATU KB

Pengduaran barang hasil pengolahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah
lebih lanjut atau pengemasan hasil indudtri dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 yang
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 dengan peruntukan :

a  Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan.

b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asd.

Cc. Lembar ke-3 untuk PDKB asdl .

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB
tujuan.

PDKB asad atau kuasanya mengg ukan formulir BC 2.3 rangkap 3 ditambah 2 (dua) copy lembar
ke-1 yang telah diis secara lengkap dan benar kepada Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas
PDKB asd dengan dilampiri kontrak.

Pgabat Beadan Cuka yang mengawas PDKB asal meakukan kegiatan :

a  Meneima dan menditi kebenaran pengisian dan kelengkapan formulir BC 2.3.

b. Memberi nomor dan tangga pendaftaran serta menandatangani formulir BC 2.3 sebagal
persetujuan keluar.

c. Menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 diserta kontrak
kepada PDKB asdl atau kuasanya untuk pengeluaran barang.

d. Menatausahakan formulir BC 2.3 lembar ke-2 sebaga lembar kontrol dalam bukuyang
disediakan khusus untuk itu.

4. PDKB asd aau kuasanya menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1
disertai kontrak kepada PDKB tujuan.

5. Pgaba Beadan Cuka yang mengawas PDKB tujuan meakukan kegiatan :

a.  Menandatangani formulir BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 sebagai persetujuan
masuk.

b. Menyerahkan kembdi formulir BC 2.3 lembar ke-1 dan 3 kepada PDKB asd atau
kuasanya.

c. Menatausahakan formulir BC 2.3 copy lembar ke-1 ddam buku yang disediakan khusus
untuk itu.

6. PDKB asd atau kuasanya menyerahkan formulir BC 2.3 lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan
Cuka yang mengawas PDKB asd sebagal lembar untuk mengkonfirmasikan bahwa barang telah
diserahkan kepada PDKB tujuan.



Pgabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asd meakukan rekondlias formulir BC 2.3
lembar ke-2 dan 1 yang diterima dari PDKB asd atau kuasanya serta menatausahakan formulir
BC 2.3 lembar ke-1 dan 2.
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Lampiran VI

Keputusan Direktur Jendera Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tanggd : Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PENGGUNA
FASILITASBAPEKSTA KEUANGAN KE KB

. Penyerahan barang dari produsen yang mengimpor, mengolah, dan menyerahkan hasil produksinya
ke KB dengan memakai fasilitas Bapeksta Keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir BC
4.0 daam rangkap 2 (dua) dan 2 (dua) copy lembar ke-1 dilampiri faktur pgak, kontrak dan
dokumen pendukung lainnya dengan peruntukan :

a. Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;

b. Lembar ke-2 untuk PDKB;

c. Copy lembar ke-1 untuk Bapeksta Keuangan dan produsen pengguna faslitas Bapeksta
Keuangan.

. Formulir BC 4.0 yang tdlah diis secara lengkap dan benar dengan dilampiri kontrak oleh PDKB
digjukan kepada Pejabat Beadan Cukai di KB.

. Pgabat Bea dan Cuka di KB mendliti kebenaran dan kelengkapan BC 4.0. Apabila formulir BC
4.0 telah lengkap dan benar, Pgjabat Bea dan Cukai meakukan kegiatan :

a. Memberi nomor dan tangga pendaftaran formulir BC 4.0
b. Menyerahkan BC 4.0 lembar ke-1, 2, 3, kepada PDKB dan menahan copy lembar ke-1
sebaga lembar kontrol.

. Dadam hd barang tiba di KB, Pgaba Bea dan Cuka di KB menerima BC 4.0 dan menunjuk
Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pemeriksaan fisik.

. Petugas Bea dan Cuka meakukan pemeriksaan fisk barang dan hasl pemeriksaan dituangkan
dalam formulir BC.4.0 dengan mencantumkan cap “FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN”
dan cap “SELESAI MASUK”.

. Ddam hd hasl pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir 5 sesual, Pgabat Bea dan Cukal di KB
memberikan persetujuan masuk dengan mencantumkan tangga dan jam pemasukan.

. Ddam hd hasl pemeriksaan tidek sesual, Pgjabat Bea dan Cuka di KB melgporkan ha tersebut
kepada Kepala Kantor untuk dilakukan penydidikan sesual ketentuan yang berlaku.

. Pgabat Bea dan Cuka di KB menyerahkan Formulir BC.4..0 lembar ke-2 untuk PDKB, copy
lembar ke-1 untuk produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dan mengirimkan copy lembar
ke-1 kepada Bapeksta K euangan serta menatausahakan Formulir BC.4.0. lembar ke-1.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran 1X

Keputusan Direktu Jenderal Beadan Cukai
Nomor . Kep- /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN BARANG DARI DPIL KE KB

Pemasukan barang dari DPIL ke KB dilakukan dengan menggunakan formulir BC 4.0 dilampiri
faktur pgak dan dokumen pendukung lainnya

Formulir BC 4.0 dibuat ddam rangkap 2 (dud) ditambah satu copy lembar ke-1, dengan
perincian :

a.  Lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
b. Lembar ke-2 untuk PDKB;
c. Copy lembar ke-1 untuk Perusahaan di DPIL

Formulir BC 4.0 yang telah diis secaralengkap dan benar oleh PDKB, digjukan kepada Pejabat
Beadan Cukai di KB.

Pada waktu pemasukan barang ke KB, PDKB atau kuasanya menyerahkan formulir BC.4.0
yang telah diberi nomor dan tangga oleh Pejabat Bea dan Cukal kepada Petugas Bea dan Cukai
di pintu KB.

Petugas Bea dan Cukai di pintu KB membubuhkan cap “ SELESAI MASUK” padaformulir BC
4.0 tersebut dan menyerahkan kembali kepada PDKB atau kuasanya.

PDKB atau kuasanya menyerahkan formulir BC .4.0. kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.
Pgabat Bea dan Cuka di KB memberikan persetujuan masuk pada formulir BC 4.0 dan

menyerahkan formulir BC 4.0 lembar ke-2 kepada PDKB, copy lembar ke-1 untuk perusahaan
di DPIL dan menatausahakan formulir BC 4.0 lembar ke-1.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran X

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KB

Pengeluaran barang dari KB yang akan diekspor dilakukan dengan menggunakan PEB/PEBT
yang dilampiri Formulir BC.2.3.

PDKB atau kuasanya mengajukan PEB/PEBT dan satu ekstra copy serta Formulir BC.2.3. yang
telah diis secara lengkap dan benar kepada Pgabat Beadan Cukai di KB.

Formulir BC.2.3. dibuat daam rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

a  Lembar 1 untuk dokumen pelindung pengangkutan.
b. Lembar 2 untuk Pegjabat Bea dan Cukai di KB.
c. Lembar 3 untuk PDKB.

d. Copy lembar ke-1 untuk Pegjabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS.

Daam had pemindahan barang ekspor dari KB ke peabuhan muat menggunakan lebih dari
satu sarana pengangkut maka diperlukan copy lembar ke-1 tambahan yang ditandasahkan oleh
Pgabat Bea dan Cuka di KB sebagai dokumen pelindung pengangkutan pada setigp sarana

pengangkut.
Pgabat Bea dan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a.  Menerimadan menditi PEB/PEBT dan satu ekstra copy serta Formulir BC.2.3;;

b. Memberikan nomor dan tanggd pendaftaran pada PEB/PEBT dan satu ekstra copy serta
Formulir BC.2.3. serta mencatat nomor dan tangga BC 2.3 pada PEB/PEBT dan satu
ekstra copy;

C. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pengawasan duffing dengan
menyerahkan Formulir BC.2.3.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk melakukan pengawasan suffing, memberikan segd atau
tanda pengaman pada petikemas’kemasan barang dan mencatat jenis dan nomor segd pada
Formulir BC.2.3. serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pgabat Beadan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cukal di KB menerima Formulir BC.2.3. dari Petugas Bea dan Cuka yang
tedah diberi cataan tentang pdaksanaan pengawasan  duffing barang  ekspor ke
petikemas’lkemasan barang dan memberi persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3. serta
persetujuan muat pada PEB/PEBT dan satu ekstra copy, untuk sdanjutnya menyerahkannya
kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB meldui PDKB atau kuasanya.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB menerima Formulir BC.2.3. dari Pejabat Bea dan
Cuka di KB meddui PDKB aau kuasanya, melakukan pencocokan nomor dan jenis
petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut :

a. Apabila kedapatan sesual, mencatat tanggal dan jam pengeluaran serta membubuhkan cap

“SELESAI KELUAR' pada Formulir BC.2.3. kemudian menyerahkan Formulir BC.2.3.
lembar ke-2 kepada Pgjabat Bea dan Cukai di KB dan Formulir BC.2.3. lembar ke-1, ke-
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10.

11.

12.

13.

3 dan copy lembar ke-1 serta satu ekstra copy PEB/PEBT kepada PDKB atau kuasanya
untuk pengangkutan dan pemasukan barang ekspor ke Pelabuhan Mut.

b. Apabila kedapatan tidak sesuai, melakukan tindakan pengamanan sementara terhadap
petikemas’kemasan barang serta melaporkan kepada Kepala Kantor nelaui Pgjabat Bea
dan Cuka di KB.

Barang ekspor yang telah diberi persetujuan keluar dan persetujuan muat sebaga mana dimaksud
butir 6 wajib diangkut langsung ke Pelabuhan Muat.

Daam ha barang ekspor tiba di pelabuhan muat, PDKB atau kuasanya menyerahkan satu
ekstra copy PEB/PEBT dan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada
Petugas Bea dan Cukal di pintu masuk pelabuhan muat.

Berdasarkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 serta satu ekstra copy
PEB/PEBT, Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk Pelabuhan Muat meakukan pengecekan
mengenal keadaan, jenis dan nomor petikemas’kemasan sertaidentitas sarana pengangkut :

a.  Apabila kedapatan sesua membubuhkan cap “MASUK KAWASAN PABEAN” pada
Formulir BC.2.3. lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 serta satu ekstra copy PEB/PEBT,
mencantumkan tangga dan jam pemasukan untuk sdanjutnya menyerahkan formulir BC.2.3
copy lembar ke-1 dan satu ekstra copy PEB/PEBT kepada Pgabat Bea dan Cukai di
Pelabuhan Muat dan formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan ke-3 kepada Pejabat Bea dan Cukai
di KB mddui PDKB atau kuasanya.

b. Apabila kedgpatan tidak sesua atau segel dadam keadaan russk, terhadap
petikemas’kemasan barang dilakukan pengamanan sementara serta segera melaporkan
kepada Pejabat Beadan Cuka Pelabuhan Muat untuk dilakukan penydidikan.

Pgabat Bea dan Cuka Pelabuhan Muat menerima satu ekstra copy PEB/PEBT dan Formulir
BC.2.3. copy lembar ke-1 yang telah diberi cap “MASUK KAWASAN PABEAN" dari
Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk Pelabuhan Muat dan menditi Formulir BC.2.3. tersebut.

Pgabat Bea dan Cuka Pelabuhan Muat mengid nomor dan tanggd outward manifest pada satu
ekstra copy PEB/PEBT dan menatausahakan BC.2.3. copy lembar ke-1.

Pgabat Bea dan Cuka di KB meakukan rekonslias Formulir BC.2.3. lembar ke-2 dan
Formulir BC.2.3. lembar ke-1 yang diterima dari Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk
pelabuhan muat , PEB/PEBT dengan satu ekstra copy yang diterima dari Pgjabat Bea dan Cukai
di Pelabuhan Muat.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran X

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep- /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PENGELUARAN BARANG HASIL OLAHAN KB KE ETP UNTUK
DIPAMERKAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE KB

Pengduaran barang hasil olahan dari KB ke ETP untuk dipamerkan dilakukan dengan
menggunakan formulir BC.2.3 dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

a. Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB;

d. Copy lembar ke-1 untuk Pejabat Bea dan Cukai di ETP dan Pengusaha ETP,

PDKB atau kuasanya mengagjukan Formulir BC 2.3 yang telah diis secaralengkap dan benar
kepada Pgabat Bea dan Cukai di KB.

Pgjabat Bea dan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a. memberi nomor dan tanggd pendaftaran formulir BC 2.3 ;
b. menunjuk Petugas Beadan Cuka untuk melakukan pengawasan stuffing dengan
menyerahkan formulir BC 2.3.

Petugas Bea dan Cukal mdakukan pengawasan stuffing, memberi segel atau tanda pengaman
pada peti kemas’kemasan barang dan mencatat jenis dan nomor segel padaformulir BC 2.3
serta menyerahkan kembali kepada Pegjabat Bea dan Cukal di KB.

Pgabat Beadan Cukai di KB memberi persetujuan keluar padaformulir BC 2.3 dan
menyerahkan kepada Petugas Beadan Cukai di pintu keluar KB.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar melakukan pencocokan nomor dan jenis peti
kemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut dan selanjutnya membubuhkan cap stempel
“Sdesa Keduar” padaformulir BC 2.3 dan kemudian :

a. menyerahkan BC 2.3 lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 kepada PDKB untuk
melindungi pengangkutan ke ETP;
b. menyerahkan lembar ke-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Setelah menerima Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dari Pgjabat Bea dan Cukai di ETP, Pegjabat Bea
dan Cuka di KB melakukan rekonslias Formulir BC. 2.3. lembar ke-2 dan lembar ke-1 yang
diterimanya.

. Pemasukan kembai barang eks pameran dari ETP ke KB dilakukan dengan meng-gunakan formulir
BC 2.3 dengan menunjuk BC.2.3 pemasukan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 3

(tiga) copy lembar ke-1, dengan peruntukan :
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10.

a. Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas ETP,

c. Lembar ke-3 untuk PETP,

d. Copy lembar ke-1 untuk Pgabat Bea dan Cukai di KB, PDKB dan Peserta Pameran ;

Setelah barang tibadi KB, Pgabat Bea dan Cuka di KB melakukan kegiatan :

a. Menerima BC 2.3 lembar ke 1 dan copy lembar ke-1 yang telah ada catatan “SELESAI
MASUK” dari Petugas Bea dan Cukai di KB.

b. Memberikan catatan tentang pemasukan pada BC 2.3 lembar ke-1 dan copy lembar ke-1 serta
mendigtribusikan BC 2.3 lembar ke-1 kepada Pgjabat Bea dan Cukai di ETP dan copy lembar
ke-1 ke PDKB.

c. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pemeriksaan fisk barang

Pgjabat Bea dan Cuka di ETP melakukan rekonslias Formulir BC.2.3 lembar ke-2 dan Formulir
BC.2.3 lembar ke-1 yang diterima dari Pgjabat Bea dan Cukai di KB.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
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Lampiran XII

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PENGELUARAN BARANG YANG
AKAN DIEKSPOR KEMBALI| DARI KB

Pengeluaran barang dari KB yang akan diekspor kembadi dilakukan dengan menggunakan PEBT
yang dilampiri Formulir BC.2.3.

PDKB atau kuasanya menggukan PEBT dan satu ekstra copy serta Formulir BC.2.3. yang telah
diig secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Formulir BC.2.3. dibuat daam rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

a  Lembar 1 untuk dokumen pelindung pengangkutan.
b. Lembar 2 untuk Pegjabat Bea dan Cukai di KB.
c. Lembar 3 untuk PDKB.

d. Copy lembar ke-1 untuk Pegjabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS.

Daam hd pemindahan barang ekspor dari KB ke peabuhan muat menggunakan lebih dari
satu sarana pengangkut maka diperlukan copy lembar ke-1 tambahan yang ditandasahkan oleh
Pgabat Bea dan Cuka di KB sebagai dokumen pelindung pengangkutan pada setigp sarana

pengangkut.
Pgabat Bea dan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a.  Meneimadan menditi PEBT dan satu ekstra copy serta Formulir BC.2.3,

b. Memberikan nomor dan tangga pendaftaran pada PEBT dan satu ekstra copy serta
Formulir BC.2.3. serta mencatat nomor dan tanggad BC 2.3 pada PEBT dan satu ekstra
copy,

Cc. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk meakukan pengawasan duffing dengan
menyerahkan Formulir BC.2.3.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk melakukan pengawasan stuffing, memberikan segd pada
petikemas’kemasan barang dan mencatat jenis dan nomor segel pada Formulir BC.2.3. serta
menyerahkan formulir tersebut kepada Pgjabat Beadan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cukal di KB menerima Formulir BC.2.3. dari Petugas Bea dan Cuka yang
tedah diberi cataan tentang pedaksanaan pengawasan  Suffing barang  ekspor ke
petikemas’lkemasan barang dan memberi persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3. serta
persetuj uan muat pada PEBT dan satu ekstra copy, untuk selanjutnya menyerahkannya kepada
Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB meaui PDKB atau kuasanya.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB menerima Formulir BC.2.3. dari Pejabat Bea dan

Cuka di KB meddui PDKB aau kuasanya, melakukan pencocokan nomor dan jenis
petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut :
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11.

12.

13.

a. Apabila kedapatan sesuai, mencatat tangga dan jam pengeluaran serta membubuhkan cap
“SELESAI KELUAR' pada Formulir BC.2.3. kemudian menyerahkan Formulir BC.2.3.
lembar ke-2 kepada Pgjabat Bea dan Cukai di KB dan Formulir BC.2.3. lembar ke-1, ke-
3 dan copy lembar ke-1 kepada PDKB atau kuasanya untuk pengangkutan dan pemasukan
barang ekspor ke Pelabuhan Muat.

b. Apabila kedgpatan tidak sesuai, meakukan tindakan pengamanan sementara terhadap
petikemas/kemasan barang serta melaporkan kepada Kepaa Kantor meldui Pejabat Bea
dan Cukai di KB.

Barang untuk diekspor kembali yang telah diberi persetujuan kdluar dan persetujuan muat
sebagamana dimaksud butir 6 wgib diangkut langsung ke Pelabuhan Muat.

Daam hd barang yang diekspor kembali tiba di pelabuhan muat, PDKB atau kuasanya
menyerahkan satu ekstra copy PEBT dan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1
kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk pelabuhan muat.

Berdasarkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1, Petugas Bea dan Cukai di
pintu masuk Pelabuhan Muat melakukan pengecekan mengena keadaan, jenis dan nomor
petikemas/kemasan sertaidentitas sarana pengangkut :

a.  Apabila kedapatan sesua membubuhkan cap “MASUK KAWASAN PABEAN” pada
Formulir BC.2.3. lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1, mencantumkan tanggd dan jam
pemasukan untuk sdlanjutnya menyerahkan formulir BC.2.3 copy lembar ke-1 dan satu
ekstra copy PEBT kepada Pejabat Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat dan formulir BC.2.3
lembar ke-1 dan ke-3 kepada Pgjabat Beadan Cukal di KB melaui PDKB atau kuasanya.

b. Apabila kedgpatan tidak sesua atau segel dadam keadaan russk, terhadap
petikemas’kemasan barang dilakukan pengamanan sementara serta segera melgporkan
kepada Pejabat Beadan Cuka Pelabuhan Muat untuk dilakukan penydidikan.

Pejabat Bea dan Cuka Pelabuhan Muat menerima satu ekstra copy PEBT dan Formulir BC.2.3.
copy lembar ke-1 yang telah diberi cap “MASUK KAWASAN PABEAN” dari Petugas Bea
dan Cuka di pintu masuk Pelabuhan Muat dan menditi Formulir BC.2.3. tersebut.

Pgabat Bea dan Cuka Pelabuhan Muat mengis nomor dan tanggd outward manifest pada satu
ekstracopy PEBT dan menatausahakan BC.2.3. copy lembar ke-1.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB melakukan rekonslias Formulir BC.2.3. lembar ke-2 dan Formulir

BC.2.3. lembar ke-1 yang diterima dari Petugas Bea dan Cukal di pintu masuk pelabuhan muat,
PEBT dengan satu ekstra copy yang diterima dari Pgjabat Bea dan Cukal di Pelabuhan Muat.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran XIII
Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor :

Tangod

TATACARA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI

BARANG DAN/ATAU BAHAN KE DAN DARI
PELAKSANA PEKERJAAN SUB KONTRAK

Pengdluaran barang dari KB untuk tujuan Sub Kontrak di DPIL, dilakukan dengan tatacara
sebagai berikut :

1.1. PDKB atau kuasanya yang akan mengel uarkan barang untuk tujuan pekerjaan Sub Kontrak
di DPIL menggukan Formulir BC.2.3 yang telah diis secara lengkap dan benar kepada
Pgjabat Bea dan Cukal di KB.

Formulir BC.2.3 dibuat rangkap 3 masing-masing :

oo oo

Lembar ke-1 untuk dokumen peindung pengangkutan;
Lembar ke-2 untuk Pgabat Bea dan Cuka di KB;
Lembar ke-3 untuk PDKB;

Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL.

Penyerahan Formulir BC 2.3 tersebut dilampiri :

- Kontrak antara PDKB dengan Pengusaha Pelaksana Pekerjaan Sub Kontrak yang
sekurang-kurangnya memuat uraian hasil pekerjaan sub kontrak, jangka waktu, jumlah
barang dan/atau bahan yang disubkontrakkan dan jumlah hasil pekerjaan yang akan
dikembalikan termasuk barang sisa dan/atau potongan.

- Surat Pernyataan Pelaksana Sub Kontrak bersedia dilakukan audit oleh Direktorat
Jenderal Beadan Cukal atas hasil pelaksanaan pekerjaan sub kontrak.

- Jaminan kepada Bendaharawan Bea dan Cuka aau Pgabat Bea dan Cuka yang
ditunjuknya.

Jaminan dapat berupa:

a

b.

C.

d.

Jaminan Tunai; aau

Jaminan Bank; atau

Cugtoms Bond yang dikeluarkan oleh perusshaan Asurans yang disetujui oleh
Menteri Keuangan; atau

Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam daftar putih
yang ditetapkan Menteri.

1.2. Bendaharawan Bea dan Cuka atau Pejabat Bea dan Cuka yang ditunjuk memberi tanda
terima jaminan kepada PDKB dan menatausahakan serta menyimpan jaminan tersebut.



13

14.

1.5

1.6.

1.7.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan
sempd jabatan pada formulir BC 2.3 kemudian menunjuk Petugas Bea dan Cuka
melakukan pemeriksaan fisk barang.

Petugas Bea dan Cuka meakukan pemeriksaan dan mencatat hasl pemeriksaan pada
formulir BC 2.3.

Daam hd sesua melakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada petikemas/kemasan
atau sarana pengangkut. Nomor dan jenis segel dicatat pada Formulir BC 2.3 dan
selanjutnya menyerahkan kembdi Formulir BC 2.3 kepada Pgjabat Bea dan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cuka di KB mendliti hasl pemeriksaan, memberikan persetujuan keluar
pada formulir BC.2.3, kemudian menyerahkan formulir BC.2.3 kepada PDKB aau
kuasanya, untuk pengeluaran barang.

Petugas Bea dan Cuka di pintu kduar KB mengadakan pencocokan terhadap
petikemas/kemasan atau sarana pengangkut serta keutuhan segel. Selanjutnya membubuhkan
cap “SELESAI KELUAR” dan  mencantumkan nama, tanda tangan, tanggd dan jam
pengduaran pada Formulir BC.2.3 sdanjutnya mengirim kembai Formulir BC.2.3 lembar
ke-2 kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB, serta lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1
kepada PDK B atau kuasanya untuk pengangkutan barang.

Pgabat Bea dan Cuka menyimpan Formulir BC.2.3 lembar ke-2 untuk dipergunakan
kembali pada waktu pemasukan barang hasil pekerjaan Sub Kontrak ke KB.

Pemasukan kembali Barang Hasil Pekerjaan Sub Kontrak ke KB.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PDKB atau kuasanya yang akan memasukkan kembali barang hasi| pekerjaan Sub Kontrak
ke KB menggukan Formulir BC.2.3 yang telah diis secara lengkap dan benar kepada
Pgabat Bea dan Cuka di KB dilampiri Formulir BC.2.3 yang dipergunakan untuk
pengeluaran barang tujuan Sub Kontrak.

Formulir BC.2.3 tersebut dalam butir 2.1. dibuat dalam rangkap 3 masing-mesng:

Lembar ke-1 untuk dokumen pdindung pengangkutan,

Lembar ke-2 untuk Pejabat Beadan Cuka yang mengawas KB;
Lembar ke-3 untuk PDKB;

Copy lembar ke-1 untuk sub kontraktor.

oo oo

Pgjabat Bea dan Cuka di KB menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan
stempd jabatan pada Formulir BC.2.3 lembar ke-1 s.d. lembar ke-3 dan copy lembar ke-1,
kemudian menyerahkan lembar ke-1, 3, dan copy lembar ke-1 kepada PDKB atau
kuasanya untuk pemasukan barang ke KB dan menyimpan sementara lembar ke-2.

Pada waktu pemasukan barang ke KB, PDKB atau kuasanya mengajukan Formulir BC.2.3
lembar ke-1 dan 3 kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk KB.

Petugas Bea dan Cukal di pintu masuk KB mencocokkan Formulir BC.2.3 dengan nomor
petikemaskemasan dan identitas sarana pengangkut, gpabila sesua mencatat tanggal dan
jam pemasukan serta membubuhkan cap “SELESAI MASUK” pada Formulir BC.2.3,
kemudian barang dapat dimasukkan ke gudang yang khusus disediakan untuk pemeriksaan
figk barang.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Satdah barang hasl Sub Kontrak masuk di gudang yang khusus disediakan untuk
pemeriksaan, PDKB atau kuasanya segera mengaj ukan permintaan pemeriksaan fisk barang
hasl pekerjaan Sub Kontrak kepada Pgjabat Bea dan Cuka di KB dengan menunjukkan
Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan 3.

Pgabat Bea dan Cukal di KB mencocokkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dengan lembar
ke-2 yang ada padanya serta mencatat tanggd dan jam selesal masuk pada Formulir BC.2.3
lembar ke-1 dan 2, kemudian menunjuk Petugas Bea dan Cuka dengan menyerahkan
Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan lembar ke-2 yang tdah diberi nomor dan tanggd
pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan fisk.

Hasll pemeriksaan fisk barang dituangkan pada Formulir BC.2.3 dan kemudian Petugas Bea
dan Cukai menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan lembar ke-2 kepada Pejabat
Beadan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cukal di KB mendliti hasl pemeriksaan dan mencocokan dengan Formulir
BC.2.3 pada waktu pengdluaran dan formulir BC.2.3 pada waktu pemasukan. Apabila
sesua Pgjabat Bea dan Cuka di KB memberikan persetujuan masuk dengan membubuhkan
tanda tangan, nama terang, NIP dan tanggal pemasukan pada Formulir BC.2.3 lembar ke-1
dan lembar ke-2, kemudian menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-2 serta jaminan
kepada PDK B atau kuasanya.

Pengeluaran barang tujuan sub kontrak dari PDKB ke PDKB lain ddam satu KB dilakukan
dengan menggunakan formulir BC.2.3 dilampiri kontrak dilakukan dengan tatacara sebaga
berikut:

3.1. PDKB atau kuasanya menggjukan formulir BC.2.3 ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2

(dud) copy lembar ke-1 yang telah diis secara lengkap dan benar kepada Pgjabat Bea dan
Cukai yang mengawasal PDKB asd  dengan peruntukan:

Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;

Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asd;

Lembar ke-3 untuk PDKB asd ;

Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Bea dan Cuka yang mengaweds
PDKB tujuan

o0 oo

3.2. Tatacara pengduaran barang tujuan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 3

dilaksanakan sesuai Lampiran VI Keputusan ini.

Pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud butir 3 dilakukan
dengan menggunakan formulir BC.2.3 dilampiri formulir BC.2.3 asd barang dengan tatacara
sebaga berikut:

4.1 PDKB asd atau kuasanya menggukan formulir BC.2.3 ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2

(dua) copy lembar ke-1 yang telah diis secaralengkap dan benar kepada Pgjabat Bea dan
Cuka yang mengawasal PDKB asd  dengan peruntukan:

a Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk Pegjabat Bea dan Cuka yang mengawas PDKB asdl;
c. Lembar ke-3 untuk PDKB asd ;



d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Bea dan Cuka yang mengawas
PDKB tujuan

4.2. Tatacara pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimanatersebut butir 4
dilaksanakan sesuai Lampiran VIl Keputusan ini.

Pengeluaran barang tujuan sub kontrak dari PDKB ke PDKB lain di KB lainnya dilakukan
dengan menggunakan formulir BC.2.3 dilampiri kontrak dilakukan dengan tatacara sebaga
berikut:

5.1. PDKB atau kuasanya menggjukan formulir BC.2.3 ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2
(dud) copy lembar ke-1 yang telah diis secara lengkap dan benar kepada Pgjabat Bea dan
Cuka di KB asd dengan peruntukan:

a. Lembar ke-1 untuk dokumen peindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Beadan Cukai di KB asd;

c. Lembar ke-3 untuk PDKB asd ;

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Bea dan Cukai di KB tujuan

5.2. Taacara pengduaran barang tujuan sub kontrak sebagamana tersebut butir 5
dilaksanakan sesuai Lampiran VI Keputusan ini.

Pemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana dimaksud butir 5 dilakukan
dengan menggunakan formulir BC.2.3 dilampiri formulir BC.2.3 asd barang dengan tatacara

sebagal berikut:

6.1 PDKB atau kuasanya menggjukan formulir BC.2.3 dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua)
copy lembar ke-1 yang telah diis secaralengkap dan benar kepada Pgjabat Bea dan Cukai
di KB asd dengan peruntukan:

a. Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Pgabat Bea dan Cukai di KB asd;

c. Lembar ke-3 untuk PDKB asd ;

d. Copy lembar ke-1 untuk PDKB tujuan dan Pgabat Bea dan Cukai di KB tujuan

6.2. Tatacarapemasukan kembali barang pekerjaan sub kontrak sebagaimana tersebut butir 6
dilaksanakan sesuai Lampiran VI Keputusan ini.

Pelanggaran pekerjaan Sub Kontrak.

Terhadap sduruh atau sebagian barang dan/atau bahan yang telah dikeluarkan dari KB dengan
tyuan Sub Kontrak gpabila tideak dimasukkan kembdi ke KB ddam jangka waktu yang
ditetapkan (maksmum 60 hari) diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

7.1. Pgabat Bea dan Cuka di KB menyerahkan laporan kepada Kepala Kantor mengenal
barang yang beum/tidak dimasukkan kembdi ke KB, disertal penyerahan adi jaminan.

7.2. Untuk pekerjaan sub kontrak di DPIL, Kepaa Kantor mencairkan Jaminan Bank/Surety
Bond yang bersamgkutan atau melakukan penagihan kepada PDKB ddam hd jaminan
berupa SSB berdasarkan laporan dari Pgjabat Bea dan Cukal di KB.

7.3. Kepala Kantor menerbitkan keputusan tentang pengenaan bea masuk dan pgak daam
rangkaimpor yang terutang untuk keperluan penyetoran.
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7.4. Jumlah barang yang tidak dimasukkan kembali dinyatakan sebagai barang yang dikeuarkan
dari KB dengan tujuan DPIL dan diperhitungkan dalam jumlah barang yang dikduarkan ke
DPIL.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
NIP.060013988

Lampiran XIV

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor : Kep-  /BC/1997
Tangod : Juli 1997

TATACARA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN KEMBALI

MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK UNTUK PEMINJAMAN DALAM RANGKA

SUB KONTRAK ATAU UNTUK TUJUAN DIREPARAS

1.  Pengduaran mesn dan/atau perdatan pabrik dari KB untuk tujuan reparas ke ddam DPIL
dilakukan dengan tatacara sebagal berikut :

1.1. Pengduaran mesin dan/atau perdatan pabrik dari KB untuk tujuan reparas ke daam DPIL
dilakukan oleh PDKB atau kuasanya dengan menggunakan Formulir BC.2.3 ddam rangkap
3 (tiga) ditambah satu copy lembar ke-1 dengan peruntukan:

1.2

13

oo oo

Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cuka di KB
Lembar ke-3 untuk PDKB.

Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL

PDKB atau kuasanya menggjukan Formulir BC.2.3 kepada Pgabat Bea dan Cukal di KB
dengan melampirkan jaminan yang berupa:

a

b.

C.

d.

Jaminan Tunai; atau

Jaminan Bank; atau

Customs Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan Asurans yang disetujui oleh Menteri
Keuangan; atau

Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam daftar putih yang
ditetapkan Menteri.

Pgabat Bea dan Cuka di KB memberikan nomor dan tangga Formulir BC.2.3 serta
memberikan tanda terima Jaminan kepada PDKB.
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14.

1.5

16.

1.7.

Pgabat Bea dan Cuka di KB menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan
pemeriksaan fisk barang dengan menyerahkan Formulir BC.2.3 yang telah diberikan nomor
dantanggd sertacap “REPARASI DPIL”.

Petugas Bea dan Cuka mdakukan pemeriksaan fisk barang dan hasilnya dituangkan dalam
Formulir BC.2.3 untuk kemudian diserahkan kepada Pgabat Bea dan Cukai di KB.

Ddam hd sesua mdakukan pengawasan  duffing dan  penyegdan  terhadap
petikemas’kemasan atau sarana pengangkut. Nomor dan jenis segel dicatat pada formulir
BC.2.3.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB mendliti Formulir BC.2.3, dan jaminan, apabila kedapatan
sesua melakukan kegiatan :

1.6.1. Memberi persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3.

1.6.2. Menyerahkan Formulir BC.2.3 kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB
melaui PDKB untuk keperluan pengel uaran barang.

Petugas Bea dan Cuka di pintu kduar KB mengadakan pencocokan terhadap
petikemas/kemasan atau sarana pengangkut serta keutuhan segd. Sdanjutnya mengawas
pengduaran barang dengan membubuhkan cap “SELESAI KELUAR” dan mencantumkan
tanggal dan jam pengduaran pada Formulir BC.2.3  untuk kemudian diserahkan kepada
Pgjabat Bea dan Cukai di KB.

1.8. Pgabat Bea dan Cuka di KB menerima kembai Formulir BC.2.3 yang telah diberi cap

“SELESAI KELUAR” dari Petugas Beadan Cuka di pintu keluar KB.

1.9. Pgabat Bea dan Cukai di KB menyimpan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan Jaminan untuk

keperluan pemasukan kembai dan menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy
lembar ke-1 kepada PDKB atau kuasanya.

Pemasukan kembai mesin dan/atau perdatan pabrik yang tdah direparas di DPIL ke KB
dilakukan dengan tatacara sebagal berikut :

2.1.

2.2.

2.3.

Pemasukan kembali mesin dan/atau perdatan pabrik yang telah direparas di DPIL ke KB
dilaksanakan dengan menggunakan Formulir BC.2.3 rangkap 3 (tiga) ditambah satu copy
lembar ke-1 dilampiri dengan dokumen asa (Formulir BC.2.3 pengeluaran) dengan
peruntukan:

Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan
Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cukai di KB
Lembar ke-3 untuk PDKB.

Copy lembar ke-1 untuk perusahaan di DPIL

oo oo

Pada saat barang tiba di KB, Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk KB mencatat tanggal
dan jam pemasukan serta membubuhkan cap “SELESAI MASUK” pada Formulir BC.2.3
untuk selanjutnya  diserahkan kepada Pgabat Bea dan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cukai menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pemeriksaan
fisk barang dengan menyerahkan Formulir BC.2.3.
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2.4. Petugas Bea dan Cuka melakukan pemeriksaan barang dengan cara mencocokkan Formulir
BC.2.3 dengan barang yang bersangkutan serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada
Pgjabat Bea dan Cukai yang bersangkutan.

2.5. Pgjabat Bea dan Cuka setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Petugas Bea dan
Cuka melakukan kegiatan :

25.1. Ddam hd sesua memberikan persetujuan masuk pada Formulir BC.2.3 dan
mengembalikan jaminan kepada PDKB berdasarkan hasil pekerjaan sub kontrak
yang masuk ke KB.

2.5.2. Ddam hd tidak sesua melakukan penydidikan.

Pengdluaran mesin dan/atau peraatan pabrik dari Kawasan Berikat untuk tujuan reparas di luar
Daerah Pabean Indonesia, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

3.1. Pengduaran mesin dan/atau perdatan pabrik dengan menggunakan Formulir BC.2.3 yang
diberi cap “REPARASI DI LN”.

3.2. Tatacara pengeluaran mesin dan/atau peraatan pabrik tersebut pada butir 3.1. dilaksanakan
sesual dengan tatacaratersebut dalam lampiran XI1 Keputusan ini.

Pemasukan kembai mesin dan/atau perdatan yang telah direparas di luar Daerah Pabean
Indonesia, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

4.1. Pemasukan kembadi mesin dan/atau perdatan pabrik dilaksanakan dengan menggunakan
Formulir BC.2.3 dengan dilampiri dokumen asa (Formulir BC.2.3 pengeluaran).

42. Tatacara pemasukan kembai mesn dan/atau perdatan pabrik tersebut butir 4.1.
dilaksanakan sesual dengan tatacara tersebut dalam lampiran 1V Keputusan ini.

Pengeluaran mesin dan/atau perdatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari KB ke KB lainnya
dan pemasukannya kembdi ke KB asd dilakukan sesua dengan tatacaralampiran VI Keputusan
ini.

Pengdluaran mesin dan/atau perdatan pabrik daam rangka sub kontrak PDKB ke PDKB lan

ddam satu KB dan pemasukannya kembai PDKB asd dilakukan sesuai dengan tatacara
lampiran VIl Keputusan ini.

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran XV

Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai
Nomor ‘Kep-  /BC/1997
Tangod D Juli1997

TATACARA KONSOLIDASI BARANG EKSPOR DARI KB
I. Konsolidas Barang Ekspor di KB

1. Ddam hd barang ekspor berasd dari PDKB yang ada di dadam KB itu sendiri, PDKB aau
kuasanya mengajukan kepada Pgabat Bea dan Cuka di KB PEB/PEBT dan satu ekstra copy
dilampiri Formulir BC.2.3 dalam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 dengan
peruntukan :

- Lembar ke- 1untuk dokumen pelindung pengangkutan;

- Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB;

- Lembar ke-3 untuk PDKB;

Copy lembar ke-1 untuk pengusaha konsolidas dan Pgabat Bea dan Cukai konsolidas di KB.

2. Pgabat Beadan Cuka di KB menerima dan menditi PEB/PEBT, Formulir BC.2.3 serta memberi
cap “ KONSOLIDAS DI KB........ " dan mencatat nomor dan tanggal Formulir BC.2.3 pada
PEB/PEBT. Sdanjutnya menunjuk Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pencocokan nomor
petikemas/kemasan dengan data tersebut pada Formulir BC.2.3.

3. Pgabat Bea dan Cuka di KB memberikan persetujuan muat pada PEB/PEBT dan persetujuan
keluar pada Formulir BC.2.3, setelah adanya hasil pencocokan petugas Bea dan Cukai. Kemudian
menyerahkan kembdi satu ekstra copy PEB/PEBT dan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy
lembar ke-1 kepada PDK B atau kuasanya.
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9.

10.

11.

PDKB atau kuasanya menyerahkan satu ekstra copy PEB/PEBT dan formulir BC.2.3 lembar ke-1,
3 dan copy lembar ke-1 kepada Pengusaha Konsolidas.

Pengusaha konsolidas menyerahkan satu ekstra copy PEB/PEBT dan Formulir BC.2.3 lembar ke-
1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan Cukal Konsolidas dan selanjutnya Pejabat
Bea dan Cuka konsolidas mengirimkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan
Cukai di KB.

Daam ha barang ekspor dari DPIL yang akan dikonsolidaskan di KB, pengusaha konsolidas atau
kuasanya menggjukan kepada Pegjabat Bea dan Cukai Konsolidas di KB PEB/PEBT dan satu
ekstra copy dari eksportir dan Formulir BC.4.0 dalam rangkap 2 (dua) ditambah satu copy lembar
ke-1 dengan peruntukan :

- Lembar ke-1 untuk Pgabat Beadan Cuka Konsolidas;
- Lembar ke-2 untuk Pengusaha Konsolidas;
- Copy lembar ke-1 untuk eksportir.

Pgabat Bea dan Cukal Konsolidas menerima dan mendliti PEB/PEBT, Formulir BC.4.0 serta
memberi cap “KONSOLIDAS DI KB....”.  Sdanjutnya menunjuk petugas Bea

dan Cuka untuk melakukan pencocokan nomor petikemaskemasan dengan data tersebut pada
Formulir BC.4.0.

Pgjabat Bea dan Cukai Konsolidas memberikan persetujuan masuk pada Formulir BC.4.0 serta
persetujuan muat pada PEB/PEBT dan sdanjutnya menyerahkan Formulir BC.4.0 lembar ke-2
dan copy lembar ke-1 kepada pengusaha Konsolidas.

Dalam ha barang ekspor berasd dari PDKB di luar KB itu sendiri, PDKB asd atau kuasanya
mengaukan kepada Pgabat Bea dan Cukal di KB asad PEB/PEBT dan satu ekstra copy dilampiri
Formulir BC.2.3 yang telah diis secara lengkap dan benar daam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua)
copy lembat ke- 1 dengan peruntukan :

- Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan

- Lembar ke-2 untuk Pgjabat Bea dan Cukai di KB asal

- Lembar ke-3 untuk PDKB asa

- Copy lembar ke-1 untuk pengusaha konsolidas dari Pgabat Bea dan Cuka di KB tujuan
konsolidas

Pgabat Bea dan Cuka di KB asa menerima dan menditi PEB/PEBT sarta Formulir BC.2.3 dan
memberikan cap ‘KONSOLIDAS! DI KB......” serta mencatat nomor dan tangga Formulir
BC.2.3 pada PEB/PEBT. Sdanjutnya menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan
pencocokan nomor petikemas/kemasan dengan data tersebut pada Formulir BC.2.3 dan penyegelan
terhadap petikemas/kemasan atau sarana pengangkut.

Pgabat Bea dan Cuka di KB asa memberikan persetujuan muat pada PEB/PEBT dan persetujuan
keluar pada Formulir BC.2.3, kemudian menyerahkan formulir BC.2.3 kepada Petugas Bea dan
Cuka di pintu kdluar meldui PDKB aau kuasanya
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Petugas Bea dan Cuka di pintu keluar KB asd mencocokkan nomor petikemaskemasan atau
sarana pengangkut, nomor/jenis segel dan menditi keadaan segd petikemas’kemasan. Apabila
kedapatan sesual, mencatat tanggal dan jam pengeluaran serta membubuhkan cap ‘ SELESAI
KELUAR” pada formulir BC.2.3. Kemudian segera menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-2
kepada Pgjabat Bea dan Cuka di KB asdl.

Sdanjutnya Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 serta satu ekstra copy
PEB/PEBT diserahkan kepada PDKB atau kuasanya untuk pengangkutan ke KB tujuan konsolidasi.

Berdasarkan Formulir BC.2.3 yang telah diberi cap ‘ SELESAI KELUAR”, Petugas Bea dan Cukai
di pintu masuk KB tujuan konsolidas meakukan pencocoka/penditian nomor/jenis dan keutuhan
segd, jJumlah dan nomor petikemas/kemasan atau sarana pengangkut.

Apabila kedapatan sesual mencatat tanggd dan jam pemasukan dan membubuhkan cap * SELESAI
MASUK” pada Formulir BC.2.3 lembar 1, 3 dan copy lembar ke-1.

Apabila kedapatan tidak sesual atau segel ddam keadaan rusak, barang untuk sementara ditahan
dan segera melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukal untuk dilakukan penydidikan.

Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk KB tujuan menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke- 3 dan
sau copy lembar ke-1 yang telah diberi cap “SELESAI MASUK” serta satu ekstra copy
PEB/PEBT kepada PDKB atau kuasanya untuk diteruskan kepada Pengusaha Konsolidas dan
menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan satu copy lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan
Cukal di KB tujuan konsolides.

Pgjabat Bea dan Cukal di KB tujuan konsolidas mengirimkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 kepada
Pegjabat Beadan Cukai di KB asdl.

Ddam ha pengusaha konsolidas berdasarkan Formulir BC.2.3 atau BC.4.0 sebaga mana tersebut
dalam butir 1 sampa dengan 15, menggjukan Pemberitahuan Konsolidas Barang Ekspor (PKBE)
kepada Pegjabat Bea dan Cukal Konsolidas dalam rangkap 3 (tiga) ditambah copy lembar ke-1
dengan peruntukan :

Lembar ke-1 untuk dokumen pelindung pengangkutan;

Lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukal Konsolidas;

- Lembar ke-3 untuk Pgjabat Bea dan Cukal pelabuhan muat/TPS;
Copy lembar ke-1 untuk pengusaha konsolidas.

Pada kolom keterangan PKBE diis nomor dan tangga PEB/PEBT, Formulir BC.2.3 dan BC.4.0
yang dikonsolidasikan.

Pgabat Bea dan Cuka Konsolidas menerima dan menditi PKBE dan lampirannya serta
menandasahkan. Sdanjutnya menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk melakukan pengawasan
stuffing berdasarkan satu ekstra copy PEB/PEBT, formulir BC.2.3 dan BC.4.0 serta penyegelan
pada petikemas.

Petugas Bea dan Cuka meakukan pengawasan stuffing, penyegelan serta menerakan stiker pada
petikemas. Nomor dan jenis segel dicatat pada Formulir PKBE dan mencatat jenis, nomor dan
ukuran petikemas pada Formulir BC.2.3 dan BC.4.0, kemudian segera menyerahkan kepada
Pgjabat Bea dan Cukai Konsolidas.

Pgabat Bea dan Cuka Konsolidas mendliti hasl pengawasan stuffing dari Petugas Bea dan Cukal
yang ditunjuk dan memberikan persetujuan keluar pada Formulir PKBE.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB mencocokkan nomor petikemas dan nomor/jenis segdl.
gpabila kedapatan sesual, mencatat tanggd dan jam pengduaran serta membubuhkan cap
“SELESAI KELUAR” serta segera menyerahkan PKBE lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1
dan satu ekstra copy dilampiri PEB/PEBT, diserahkan kepada Pengusaha Konsolidas untuk
pengangkutan dan pemasukan barang ke pelabuhan muat/ TPS.

Berdasarkan Formulir PKBE yang telah diberi cap “SELESAI KELUAR”, Petugas Bea dan
Cuka di pintu masuk pelabuhan muat/TPS meakukan pencocokan/penditian jenis, nomor dan
ukuran dari petikemas serta keutuhan segel.

Apabila kedapatan sesuai membubuhkan cap “MASUK KAWASAN PABEAN” pada PKBE
lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 dengan mencantumkan tanggd dan jam pemasukan.
Sedangkan apabila kedapatan tidak sesua atau segd ddam keadaan rusak, barang untuk
sementara ditahan dan segera melaporkan kepada Pgabat Bea dan Cuka untuk dilakukan
penydidikan.

Petugas Bea dan Cukai di pintu masuk pelabuhan muat/TPS menyerahkan PKBE yang telah diberi
cap “MASUK KAWASAN PABEAN" kepada Pejabat Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat/TPS.

Pgjabat Beadan Cukai di Pelabuhan Muat melakukan kegiatan :

- Menandatangani PKBE lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1;

- Segeramengirimkan PKBE lembar ke-1 dan copy lembar ke-1 kepada Pejabat Bea dan
Cuka konsolidasi;

- Menatausahakan dan menyimpan PKBE lembar ke-3 secaratertib;

- Mengis nomor dan tangga Outward Manifest pada satu ekstra copy PEB/PEBT;

- Mengirimkan satu ekstra copy PEB/PEBT yang telah diberi nomor dan tangga Outward
Manifest kepada Pgabat Bea dan Cuka yang memberikan persetujuan muat.

Daam hd Pgabat Bea dan Cuka Konsolidas belum menerima kembdi Formulir PKBE lembar
ke-2 ddam jangka waktu yang wagar, maka Pgabat Bea dan Cuka Konsolidas segera
menginformasikan kepada Pgjabat Bea dan Cukal pel abuhan muat.

Pejabat Bea dan Cukal Konsolidas melakukan rekonsilias PKBE lembar ke-1 dengan lembar ke-
2 yang diterimadari Pgabat Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat/TPS

Pgabat Bea dan Cuka tempat persetujuan muat melakukan rekonsilias PEB/PEBT dengan satu
ekstra copy yang diterimadari Pgabat Bea dan Cukal di Pelabuhan Muat/TPS.

Il. Konsolidas Barang Ekspor di TPS

1

Pengeluaran barang ekspor dari KB yang akan dikonsolidasikan di TPS, PDKB atau kuasanya
mengagukan kepada Pgabat Bea dan Cuka di KB PEB/PEBT dan satu ekstra copy dilampiri
Formulir BC.23. ddam rangkap 3 (tiga) ditambah 2 (dua) copy lembar ke-1 dengan
peruntukan:

a  Lembar 1 untuk dokumen pelindung pengangkutan.
b. Lembar 2 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB.
c. Lembar 3 untuk PDKB.



d. Copy lembar ke-1 untuk Pengusaha Konsolidas dan Pejabat Bea dan Cuka Konsolidas di
TPS.

Pgabat Bea dan Cukai di KB melakukan kegiatan :

a  Meneaima dan menditi PEB/PEBT dan satu eksira copy serta Formulir BC.2.3. serta
memberi cap” KONSOLIDASI DI ....”;

b. Memberikan nomor dan tanggd pada Formulir BC.2.3 serta mencatat nomor dan tangga
BC 2.3 pada PEB/PEBT dan satu ekstra copy;

Cc. Menunjuk Petugas Bea dan Cuka untuk meakukan pengawasan duffing dengan
menyerahkan Formulir BC.2.3.

Petugas Bea dan Cuka yang ditunjuk meakukan pengawasan stuffing, melakukan penyegelan
pada petikemas/kemasan barang dan mencatat jenis dan nomor segel pada Formulir BC.2.3.
sertamenyerahkan formulir tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cukal di KB menerima Formulir BC.2.3. dari Petugas Bea dan Cuka yang
tedah diberi cataan tentang pdaksanaan pengawasan  duffing barang  ekspor ke
petikemas’lkemasan barang dan memberi persetujuan keluar pada Formulir BC.2.3. serta
persetujuan muat pada PEB/PEBT dan satu ekstra copy, untuk sdanjutnya menyerahkannya
kepada Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB meldui PDKB atau kuasanya.

Petugas Bea dan Cukai di pintu keluar KB menerima Formulir BC.2.3. dari Pejabat Bea dan
Cuka di KB meddui PDKB aau kuasanya, melakukan pencocokan nomor dan jenis
petikemas/kemasan dan identitas sarana pengangkut :

a. Apabila kedgpatan sesua, mencatat tangga dan jam pengeluaran serta membubuhkan
cap “SELESAI KELUAR' pada Formulir BC.2.3. kemudian

menyerahkan Formulir BC.2.3. lembar ke-2 kepada Pgjabat Bea dan Cukai di KB dan
Formulir BC.2.3. lembar ke-1, ke-3 dan copy lembar ke-1 kepada PDKB atau kuasanya
untuk pengangkutan dan pemasukan barang ekspor konsolidas ke TPS.

b. Apabila kedgpatan tidak sesuai, meakukan tindakan pengamanan sementara terhadap
petikemas/kemasan barang serta melaporkan kepada Kepaa Kantor meldui Pejabat Bea
dan Cukai di KB.

Barang ekspor yang telah diberi persetujuan keluar dan persetujuan muat sebagaimana dimaksud
butir 4 wgib diangkut langsung ke tempat konsolides.

Ddam ha barang ekspor tiba di tempat konsolidas, PDKB atau kuasanya menyerahkan satu
ekstra copy PEB/PEBT dan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1 kepada
Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk tempat konsolidas.

Berdasarkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1, Petugas Bea dan Cukai di
pintu masuk tempat konsolidas melakukan pengecekan mengenal keedaan, jenis dan nomor
petikemas/kemasan serta identitas sarana pengangkut :



a.  Apabilakedapatan sesua membubuhkan cap “ SELESAI MASUK” pada Formulir BC.2.3.
lembar ke-1, 3 dan copy lembar ke-1, mencantumkan tanggd dan jam pemasukan untuk
sanjutnya

- menyerahkan formulir BC.2.3 copy lembar ke-1 dan satu ekstracopy PEB/PEBT
kepada Pejabat Beadan Cukai konsolidas ;
- menyerahkan Formulir BC.2.3 lembar ke-1 dan ke-3 kepada Pejabat Bea
dan Cuka di KB meldui PDKB atau kuasanya.

b. Apabila kedgpatan tidak sesua atau segel dadam keadaan russk, terhadap
petikemas’kemasan barang dilakukan pengamanan sementara serta segera melgporkan
kepada Pgjabat Beadan Cuka konsolidas untuk dilakukan penydidikan.

9. Pgabat Bea dan Cuka di KB meakukan rekongliaa Formulir BC.2.3. lembar ke-2 dan
Formulir BC.2.3. lembar ke-1 yang diterima dari Petugas Bea dan Cuka konsolidas
PEB/PEBT dengan satu ekstra copy yang diterima dari Pgabat Bea dan Cuka di Pelabuhan
Muat.

[1l. Konsolidas barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean

Tatacara pengeluaran barang ekspor tujuan konsolidas di tempat lain di luar Kawasan Pabean
dilakukan sesua tatacara pengeluaran barang ekspor tujuan konsolidas di TPS sebagaimana
dimaksud butir 11.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO
NIP.060013988

Lampiran XVI

Keputusan Direktur Jendera Beadan Cukai
Nomor :Kep-  /BC/1997
Tanggd : Juli 1997

TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PETIKEMAS KOSONG
KE DAN DARI KB

1. Pemasukan dan pengeluaran petikemas kosong, PDKB atau kuasanya mengg ukan formulir SP3K
sebagaimana contoh Lampiran XV1 A rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:

a Lembar ke-1 untuk PDKB
b. Lembar ke-2 untuk Petugas Bea dan Cukal
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c. Lembar ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai di KB.

2. Pemasukan

2.1

2.2.

2.3.

24.

PDKB atau kuasanya mengajukan formulir SP3K kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Pgjabat Bea dan Cuka di KB memberikan nomor dan tangga pada formulir SP3K serta
memberikan persetujuan masuk petikemas kosong pada formulir SP3K dan menyerahkan
lembar ke-1 dan ke-2 kepada PDKB atau kuasanya untuk keperluan pemasukan petikemas
kaosong.

Pada waktu pemasukan petikemas kosong, PDKB atau kuasanya menyerahkan formulir SP3K
yang telah diberi persetujuan pemasukan oleh Pgabat Bea dan Cukai di KB kepada Petugas
Beadan Cuka di pintu masuk KB.

Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk KB berdasarkan SP3K lembat ke-2 meakukan
pengecekan mengena jumlah, nomor petikemas , identitas dan keadaan petikemas.

Apabila petikemas dalam keadaan kosong mencatat tanggd dan jam pemasukan dan memberi
cap ‘SELESAI MASUK” untuk kemudian diserahkan kepada Pgjabat Bea dan Cuka di KB.
Apabila petikemas kedapatan beris barang untuk sementara petikemas ditahan dan segera
mel gporkan kepada Pegjabat Bea dan Cukal di KB untuk dilakukan penyelidikan.

3. Pengduaran

3.1.

3.2.

3.3.

PDKB atau kuasanya mengajukan formulir SP3K kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Pgabat Bea dan Cuka memberikan nomor dan tangga serta memberikan persetujuan
pengeluaran petikemas kaosong pada formulir SP3K dan menyerahkan lembar ke-1 dan ke-2
kepada PDKB atau Kuasanya untuk keprluan pengeluaran petikemas kosong.

Petugas Bea dan Cuka di pintu keluar KB berdasarkan SP3K lembar ke-2 meakukan
pengecekan mengena jumlah , nomor identitas dan keadaan petikemas.

Apabila petikemas dalam keadaan kosong mencatat tangga dan jam pengeluaran dan memberi
cap ‘ SELESAI KELUAR” untuk kemudian diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di KB.

Apabila petikemas kedapatan beris barang, untuk sementara petikemas ditahan dan segera
melaporkan kepada Pgjabat Bea dan Cukal di KB untuk dilakukan penyelidikan.

4. Pemasukan dan pengeluaran dat angkut barang tertutup (van box) atau sarana pengangkut sgenis,
dilakukan tanpa menggunakan formulir SP3K. Petugas Bea dan Cuka di pintu masuk KB
diwagjibkan untuk mengecek kosong atau tidaknya dat angkut yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO

NIP.060013988
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Lampiran XVI A

Keputusan Direktur Jendera Beadan Cukai
Nomor :Kep-  /BC/1997
Tanggd : Juli 1997

SURAT PEMBERITAHUAN PEMASUKAN / PENGEL UARAN
PETIKEMASKOSONG (SP3K)

Nomor

Tanggdl

Sehubungan dengan akan dimasukkan/dikel uarkan *)
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Petikemas

Nomor Ukuran

Dengan ini digjukan permohonan pemasukan/penge uaran*)
Petikemas tersebut diatas ke/dari KB.

Demikian permohonan digukan.

Disatyjui Pemohon,
Pejabat Bea dan Cukai di KB Tanggd......ccoceeerceercrernen.
NIP
Has| Pengecekan : Taggd
Jam
Petugas Bea dan Cukai
NIP.
*) Coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL
SOEHARDJO
NIP.060013988
nggak kepake

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROL EH
PERSETUJUAN SEBAGAI PKB/PDKB
PT. ... DI ..........

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Status Perusahaan
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No & Tgl 1zin Usaha
2. Alamat Kantor Perusahaan X No & Tgl Referens Bank
No & Tgl Akte Pendirian Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab

4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
Nama Akuntan Publik *)
5. NPWP Perusahaan :

1. RENCANA LOKAS DAN KEGIATAN KAWASAN BERIKAT

- Alamat lokas

- No & Tgl dokumen bukti kepemilikan/penguasaan lokas

- Luaslokas kesdluruhan KB

- Luaslokas yang akan diusahakan sendiri oleh PKB sebagai PDKB *)
- Luaslokas yang akan diusahakan oleh perusahaan lain sehbaga PDKB
- Keterangan pemagaran

- Bukti kelkutsertaan asurang *

. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI/DIKUASAI DAN
BUKTIKEPEMILIKAN /PENGUASAAN

Pimpinan Perusahaan

(Meterai Rp. 2.000)
*) Bilaada
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